BUPATI BANYUMAS

Menimbang

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR €  TAHUN 2008

TENTANG

PROGRAM INDIKATIF KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2008

BUPATI BANYUMAS,

. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten BEanyumas Nomor 9

Tahun 2005 tenlang Rencare Pembangunan Jangka
Menengah (RP.M] Deerah Transisi Kabupalen Banyumas
Tahun 2007-2008 sebagal landasan dan pedoman daiam
melaksanakan pembengunan bransisi tahun  2007-2008
akan habis masa berlakunye pada tahun 2008;

. bahwa berdasarkan kelestuan Pasal 13 ayal (3) Undang-

Undang Nomeor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Parencanaan  Pembanguran  Nasional,  Rencana
Pambangunan Nasional, Rancana Pembangunan Jang<a
Menengah (RPJM) Daereh ditetapkan paling lambat 3(bga)
bulan setelah Kepala Caerah dlantik;

. bahwa dalam masa sebelum Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJM) Daerah disusun oleh bupati
yang baru, maka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) Daersh Kabupalen Banyumas Tahun 2009
bempedoman pada Program Indikatif Kabupaten Banyumaes;

. hahwa herdasarkan perfimbangan sebagaimana dimaksud

huruf &, huraf b dan huruf ¢, perdu menetapsan Peraturan
Bupali tentang Program Pembangunan Indikatif Kabupaten
Ranyumas Tahun 2008



Mengingat

-

Undang-Undang MNomor 13 tahun 1950 tenlang
Pembentukan  Daersh-Daereh  Kabupaten  Delam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20023 tentang
Heuangan Nagara (Lembaran Negara Republk indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahen Lembaran Negara
Republik Indonesia Nemor 4286)

Undeng-Undang Nomor 1 Talun 2004 leniang
Perbendaharaan MNegara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389),

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perancanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara
Republik Indosnsia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),
Undang-Undang MNomar 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambanan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintan Pengganti
Uncang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan
gtas Undang-Urdang Nomer 22 Tahun 2004 lentang
Pemerintahan  Daerah  Menjadi  Undang-Undang
(Lembaran MNegara Republk Indoresia Tahun 2005
Momor 108, Tambanan Lembaran Negara Repubtdik
Indonesia Nomor 454€)

Uncang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Permbangan Keuangan Aniara Pemerintah Pusal dan
Pemerintan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Momor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438),



10.

1z

13.

14,

16.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembanguran Jangka Panjang MNasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2007
Nomor 33 Tamhahan Lembaran Negara Republic
Indonesia Nomor 4700)

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Incoensla Tahun 2007
Nomor 58 Tambshan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725).

Feraturan Pemarintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan Dan Perianggungjawaban Keuangan Dalam
Pelaksanaan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 203, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Nomor 4023);

Peraluran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Fengelclaan Keuargan [aerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 140, Tambahan
Lemberan Negera Republik Indonesia Nomor 4614);
Peraluran Pamerintal Nomor 40 Tahun 20068 tentanp
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran MNegara Republik Indoensia Tahun 2006
Nomor 97, Tambshan Lembarsn Negara Republic
Indonesia Nomor 46€4),

Peraturan Pemerintah Momor 38 Tahur 2007 tentang
Fembagian Umusan Pameriniah Antara pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi Dan  Pemeninizh Deera
Kabupaten/Koia (Lembaran Negara Repubik Indonesia
Tahun 2007 Momor B2 Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan pemeriniah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonasia Tahun 2007 Nomos B2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor £741);
Peraturan Presiden MNomor 7 Tahur 2005 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2004-2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 11);



15

17

13

19,

21.

Persturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomaor 11 Tahun
2003 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Provingl
Jawa Taengah Tahun 2003-2008 (Lembaran Daarsh
Provinsi Jawa Tengzh Tahun 2003 Nomor 109);
Peraturan Daerah Provirsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun
2003 fentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi lawa
Tengah [Lembaran Dasrah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2003 Nomer 133);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomaor 8 Tahun
2006 tertang Tala Cara Penpusunan Perencanaan
Pembangunan Dasrah Dan Pelaksanaan Musyawarsh
Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah
(Lembaran Daersh Frovinsl Jawa Tengah Tahun 2006
Ser E Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun
2005 lentang Rencanz Tala Ruang Wilaysh Kabupalen
Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2005 Nomor 10 Seri E)

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomer 9 Tahun
2006 ‘entang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Transis  Kabupaten Banyumas Tahun 2007-2008
(Lembaran Daersh Kabupaten Banyumas Tahun 2006
Nomor 4 Ser A),

Peraluran Bupali Banyumas Nemor 200 Tahun 2005
tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Dokumen
Perencanaan  Pembangunan  dan  Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupalen
Banyumas (Bavita Caerah Kabupaten Banyumas Tahun
2005 Nomor 38 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menatapkan I PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM INDIKATIF
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 200¢.



EAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1
(1). Program Indikatif Kabupaten Banyumas Tahun 2009 sebagel pedoman penyusunan
Rencana Kerja Pemernntah (RKF) Daersh Tahun 2009 dan merupakan solusi
permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya;
(2], Penyusunan program Indixaif Kabupaten Banyumas bertujuan untuk mengakomodic hal-
hal yang berkaitan dengan berakhimya masa berlaku Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM| Daerah Transisi Kabupaten Banyumas Tahun 2007-2008.

348 Il
RUANG LINGKUF
Pasal 2

Ruang lingkup program Indikatif Kabupaten Banyumas Tahun 2009 sabagaimana dimaksud
dalem Fasal 1 meliputi

g. Tahun Pertama RPJMD Kabupsten Baryumas Tahun 2009-2013 yeng akan ditetapkan
selelah Kepalz Dasrah dan Wakil Kepala Dasrah terpiih dan dilantik, dengan
mempertialikan hasi ksjian konsep Rencana Pembangunan Jangke Panjang Daerah
(RPJPD) Kebupater Banyumas Tahun 2005-2025;

b. Kegiatan tarsebut huruf a dlaksanakan cleh Satuan Kerja Perangkat Daerah [SKPD) dan
saluruh komponen pelaku pembangunan deerah secara berkesinambungan.

BAB Il
PELAKSANAAN
Pasal 3
Program Indikatif Wabupaten Banyumas tahun 2009 merupakan landasan penyusunan
Rencara Kera Pemerintah (RKP) Daerah Ksbupaten Baryumas Tahun 2009 dan menjadi
pedcman dalam penyusunan Rencana Korja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD].

Pasal 4

Program Indikatif Kabupaten Banyumas Tahun 2008 sebagaimana dmaksud pada Pasal 3,
tercantum dalam Lampiran | dan Lampiran || Peraturan Bupsti ini.



BA3 IV
SIS TEMATIKA
Pasal§

Program Indikatif Kabupalen Banyumas Tahun 2009 disusun dengan sitematike scbagal
bernikut -

a. BABl : PENDAHULUAN

b. BABI : GAMEBARAN UMUM KONDISI DAERAH

¢ BABII - STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

d. BABIV :@ KEBLJAKAN EXONOMI MAKRO DAN KEBLAKAN LIMUM ANGGARAN
DAERAH

BABY : POKOK-POKOK PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BABVI : PENUTUP

- o

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulsi berfaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Paraturan Buoali ini dengan
penempaltannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokeric
_x&un@m FEE 2003

pada takisar ‘o Hebruart 2008

P1lt.3EKRETARIS DAERAH KAB,BANYUMAS

%S, —

H.,M SANTOS0,8H,MHun,
Eﬂmuu:#n%ﬁ

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6 SERI E




LAMPIRAN | PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR ;
TANGGAL 4 g prp oam

BAB |
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diatur dalam Pasal § ayal (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 dan dijelaskan lebih lanjul dalam pasal 150 ayal (3) hul d, bahwa Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPIM Daerah unluk
jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi dasrcah,
prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan perdanaannya, balk yang
cilaksanakan langsung olsh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakal, dengan mengacu kepada rencana kerja Pemerintah,

Pada saat ini Kabupaten Banyumas memiliki RPJMD Transisi Kabupaten
Banyumas Tahun 2007-2008 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 lentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Transis: Kabupaten Banyumas Tanhun 2007-2008 Dengan berakhimya masa berlaku
RPJMD tersebut pada tahun 2008, maka peru disusun Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Ciaerah (RPJMD) Kabupaten Sanyumas Tahun 2003-2012. Namun
dgemikian pamilhan Kepala Daerah Kabupaten Banyumas secara langsung
dilaksanakan pada Bulan Pebruari Tahun 2008 dan Kepala Daerah dan Wekil Kepala
Daerah terpllih dilantik pada Bulan April Tahun 2008, dengan demikian RPJMD
sebagamana dimeksud dalam pasal 19 ayal (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004, baru akan ditelaphan paling lambal pada Bulan Jul 2008.

Sesuai dengan Pasal 23 ayal (2) Undang-Undang Nomaor 25 Tahun 2004
bahwa Musranbang Kabupaten Banyumas dalam rangka penyusunan RKPD Tafun
2009 harus dilaksanakan paling lambat Bulan Maret 2008, olen karena itu proses awal
penyusun RKPD Tahun 2008 (Musrenbang Desa/Keluranan) harus sudah dimulal
pada Butan Januar Tahun 2008, Berdasarakan Surat Edaran Menteri Calam Negen
Nomor 050/2020¢SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang Fetunjuk Penyusunan Dokumen
RPJP Daerah dan RPJM Daerah, yang dimaksud Program Transisi adalah program
indikalif 1 (satu) tahun ke depan selelah periode RFJMD berakhir, guna menjembalani
keknsongan dokuman perencanaan jangka menengah pada masa skhir jabatan
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kepala dasrah.Dengan demikian dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2008
diperlukan pedoman dalam benluk Program Indkatif Kabupaten Banyumas tahun
2009.

. MAKSUD DAN TUJUAN

Program Indikatif Kabupater Banyumas Tahun 2009 mempakan dokumen
perencanaan pembangunan daerah untuk periode satu tahun yaitu tahun 2009
ditetaokan dengan maksud untuk mengis: kekosongan dokuman perencanaan jangka
menengah guna memberikan aran sekaligus sebagei acuan bagi seluruh komponen
pelaku pembangunan dasrah (pemerntah, masyarakat, dan dunia usaha) dalam
mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

Adapun tujuan disusunnya Program Indikatif Kabupaten Banyumas Tahun
2009 adalah sebagal landasan pedoman dalam penyusunan Rencana Kena
Pemerintah Daersh (RKPD) tahun 2009 yang prosesnys dimuls pecds bulan Januari
Tahun 2008, dan sebagai pedoman SKPD dalam menyusun Rencana (Rerja) Satuan
Kerja Ferangkat Daerah (SKPD).

. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1350 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tanun 2003 tentang Keuangan Negara.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 fentang Perbendaharaan Negara

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembeniukan Peraturan
Perundang-undangan.

5. Undang-Undang MNomor 28 Tahun 2004 tentang Sstem Perencanzan
Pembangunan Nasional,

6. Undang-Undang Nomor 32 Tanun 2004 fentang Pemenntahan Daeran,

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tertang Perimbangan Keuangan Artara
Pemerinlah Pusal Dan Pemerintah Daesah.

8  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20C7 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

10, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Penataan Ruang.

11, Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengsiclaan Dan
Pertanggungjanaban Ksuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi Dan Tugas
Pembantuar.
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1
13.
14.
18.
186.
17.

18.

19.

21,

2.

23.

24,

5.

26.

7.

Paraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah.

Paraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
Paraturan Pemerintan Nomor 56 Tahun 2005 lentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah.

Paraturan Pemerdntah Momor 58 Tahun 2005 tentang Pengeiclaan Keuangan
Dasrah.

Peraturan pemerintah Nomor 8 Tabun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan
Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Femenniah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pangendalian
Dan Evaluasi Pelaxsanaan Pembangunan .

Peraturan Pemerintah homor 40 Tahun 2005 tentang Tata Cera Penyusunen
Rencana Fembangunan Nascnal.

Paraturan Pemenintah Momor 3 Tahun 2007 lentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Kepada Pemenniah, Lsporan  Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakian Rakyat Ceerah,
Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat.

. Peraturan Pemerintah Momor 38 Tanun 2007 tenlang Pembagian Urusan

Pemerintah Antara pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Darn Pemarintzh
Daerah/Kota.

Pereturen pemeriniah Momor 41 Tahun 2007 tertang Crganisasi Perangkal
Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 lentang Rencana Pembangunan Jangka
Menangah Nasional Tahun 2004-2009.

Perzaturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Rencana
Strategis (RENSTRA) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2008,

Paraturan Daerah Provinai Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tethang Rencana
Tala Ruang Witayah Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Deerah Provinsi Jewa Tengeh Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provins Jawa Tengah.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomeor 8 Tahun 2006 lenlang Tata Cara
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Dasrah Dan Pelaksanaan Musyawarsh
Perencanaan Pembangunan Provins Jawa Tengah.

Peraturan Daerah Kabupaten Sanyumas Nomor 18 Tanun 2005 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas,
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28, Percturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2006 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Transisi Kabupaten Banyumas Tahun 2007-

2008,

29. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 200 Tzhun 2005 lentang Pedoman Tata Cara
Penyusunan Dokumen Perencanaan  Pembangunan  dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencansan Pembangunan Kabupaten Banyumas;

SISTEMATIKA

BABI

BAB Il

BAB Il

BAB IV

BAB YV

BABVI

PENCAHULUAN

Memuat latar belakang, maksud dan lujuan, landasan hukum, hubungan
program indikalif dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya
serta sistematika penulisan.

GAMBARAN LIMUM KONDISI DAERAH

Memuat kondisi geografis, perexonomian, kesejahieraan masyarakat dan
pemerintzhan, sarta sarana dan prasarana wilayah.

STRATEG| PEMBANCUNAN DAERAH

Memuat [su siralegis, kebijekan, strategi dan priortas  program
pembangunan tahun 2009.

KEBIJAKAN EKONCMI MAKRO DAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
DAERAH

Memual kondisi makro perekonomian, prospek ekonomi, arah kebiakan
umum anggaran tahun 2009.

POROK-POKOK PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Memusat program-progam utama yang akan dilzksanakan dalam lahun
anggaran 2009.

PENUTUP

Memuat penegasan posisi dokumen Program Indikatf Kabupaten
Banyumas Tahun 2008 dan kaidah pelaksanaannya.

Frogram Indioii Z00Y 4




BAR 1T
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Wilayah Kabupeten Banyumas merupakan bagian wilayah Provinsi Jawa Tengah
di baglan selatan barat yang terelak pada posis strategis, yaitu berada pada
persimpangan parhubungan lintas regional yaitu dari Jawa Barat (Eandung) pada lintas
selatan manuju arah timur (Semarang, Yogyakana, Surakana, Surabaya) atau seballknya
dan dan Jawz Barat (Cirebon) pada lintas utara melewati Kota Slawi (Ibukota Kabupaten
Tegal) menuju Cllacap, wilayah tengah Pegunungar Dieng dan Semarang maupun ke
Yogyakarta atau sehalicnya.

Mengacu pada kondisi lokas| strategis serla beberapa kajian polensi alamiah
maka HKabupeten Banyumas dalam kerengka pengembangan nasional maupun
pengembangan regional Jawa Tengah ditetapkan dengan arahan pengembangan wilayah
sabagal benkut :

a. Dalam kerangka pengembangan wilayah sebagaimana tertuang dalam Peraturan
Pemarintah Nomor 47 Tahun 1987 lentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional,
Kabupaten Banyumas merupakan salan satu pusal pengembangan wilayah (disebut
dengan awasan Purwokero dan sekilamya) dengan pusat pengembangan di Kota
Purwokerlo (merupakan salah satu dari lima kola yang lelah ditetapkan sebagai Pusat
Kegiatan NasionalFKN di Provinsi Jawa Tengah) dengan wilayah pelayanan meliputi
beberapa kota, yaltu kota Banjamegara, Purbalinggs, Cilacap, dan kota-keta ibukota
kecamatan di Kebupaten Banyumas seperti Banyumas, Sokaraja, Ajibarang, Sumpiuh,
Wangon dan sebagainya.

Penetapan wilayah inl bertitix tolak dan kondis| ;

a. Fungsi Kota Purwokerto sebagai daerah yang memagang peranan penting di
bagian baral daya Jawa Tengah serta keberadaan fasilitas yang berskaia nasional
seperi pergurian finggi kawasan pariwisata Balurraden, dan menjadi tilix penting
pertumbuhan wilayah serta perhubungan transportasi Jakarta - Surabaya melalui
wilayah selatan.

b. Wilayah Kabupaten Banyumas memiliki sekior unggulan meliputi sekior
perdagangan dan jasa, panwisata, petambangan, pertanian, dan industi, seda
merupakan  wilayah kerjasama  slratagis  Provingsi  Jawa  Tengah
BARLINGMASCAKEB (Sanjamegara, Purbalingga, Banyumas Cilacap dan
Kebumen).

b. Dalam kerangka pengembargsn regional Jawa Tengsh, Kabupaten Banyumas
merupakan wilayah priorlas dengan arsh pengembangan sebagal berkul .
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a Kawasan kerjasama strategis dalam Provinsi, yailu kewssan Purwokerio dan sektamya
sebagal kawasan yang merupakan daerah berbasis paranian

b Kawasan proritas pengembangan wilayah perbatasan antar provinsi, yaitu kawasan
Pancimas (Pangandaran, Clacap. dan Banyumas) antara Jawa Baral dan Jawa Tengeh

¢, Kawasan kensarvasi ekclogis dan perindungan terhadap bencana alam, yaity kawasan
penanganan banjir dan tanah longsor Jawa Tengah Bagian Selatan,

Secara geografis Kabupaten Banyumas terletak diantara 108°3517" BT -
109°27"15" BT dan diantara 7°1505" LS - 7°3710" LS, memiliki karaktenistik lopograf
bervanasi berupa dataran rendah, dataran tinggi dan perbukitan. Daerah dataran rendah
terutama berada di bagian Sewstan yang merupakan daerah pertanian, selebihnya
merupakan dataran tinggi dan perbukitan terletak di sebelah Utara yang merupakan kaki
Gunung Slamet dan di sebeizh Selatan wilayah kabupaten membentang perbukitan
Serayy

Karakieristix topografi di wilayah <abupaten Banyumas ditunjukkan dengan
kondisi ketinggiar lanan dan xemiringan lahan, Kondisi ketingglen lahan di wilayah
Kabupater Banyumas mempunyai reliel bervariasi berupa dataran rendah, dalaran tinggi
dan perbukiten. Deerah dataran rendah terulama berada di bagian Selstan yang
merupaxan daerah pertanian, selebihnya merupakan dataran tinggi dan perbukitan tedetak
di sebaizh Utara yang merupakan kaki Gunung Slamet dan di sebelah Selatzn wilayah
kabupalen membentang perbukitan Sarayu.

A. KDNDIS| SAAT INI
1. KONDISI SARANA DAN PRASARANA WILAYAH
a.  Transportasi

Berdasarkan status falan, panjang jalan kese'uruhan ¢i Kabupaten
Banyumas mencapai 4.459 47 Km vang lerbagi atas jalan nasional 198,84
Km, iglan propinsi 18,26 Km, jalan kabupalen 804,78 Km dan jalan
desafkslurahan 3.437,53 km.

Kondisi jalan kabupaten di Kabupatan Banyumas berdasarkan data
tahun 2006 menunjukkan bahwa telsh lerjadl kenalkan persentase yang
cukup signifikan dari tahun sebelumnya. Ruas jalan kabupaten kondisi
baik dan sedang pada labun 2005 sebesar G0.57% menunjukkan
kenaikan menjadi sebesar 68,44% pada tshun 2006, sedangkan untuk
rues jalen kabupaten kondisi rusak dan rusak berat mengalami penurunan
dari 38,43% pada tahun 2005 menjadi 31 56% di tahun 2005. Pada tanun
anggaran 2007 ruas jalan kabupaten kondiei baik dan sedang menjadi
gebesar 77 63% atau 624,75 Km dan kondisi rusak dan rusak bDerat
menjadi 22,37% atau 180,03 Km,

Progrom Indilofif 2009 _&



Jumlah kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Banyumas pada
Tahun 2006 adalah 178.107 unit, baik kendaraan roda dua, roda empat
atau leblh. Dengan jumlah panang jalan di Kabupaten Banyumas
445647 Km, rasio jumiah kendaraan bermotor lerhadap parjang jalan
yang ada di Kabupaten Eanyumas adaish 0,034

b. Telakomunikasi

Pertumbuhan t2ekomunikasi di Kabupaten Banyumas saal ini dan dimasa
mendatang berkembang dan meningkat secara significan. Kecenderungan
lersebul akan lebih menggairahkan bagi para penyelenggara (operator)
telekomunikasi untuk mengembangkan bisnisnya dan hal ini dapat memicu
periumbuhan skonomi furutan/pendukung (complementary) dan sekfor-
sekior lainnya karena spabila sarana dan prasarena telekomunikasi telah
tarsedia seria terus dikembangkan seinng dengan kebuluhan masyarakal,
maka kebutuhan masysrakal dan seklor-sekior lainnya akan |asa
telekomunikasi diharapkan dapat terpenuhl. Hal tersebut mengindikasikan
bahwa «egiatan ielekomunikas! akan leradl lebih intens begitu uga
sehalixnya sehingga lerjadi hubungan timbal balik yang saling memperkual
antara sekior lelekomunikasi dengan seklor lainnya.

¢. Perumahan den Permukiman

Kondisi perumanan di Kabupaten Banyumas sejak lahun 2002 sampai
dengan tahun 2006 menunukan perkembangan yang membaik.
Berdasakan indikator kesejahlaraan masyarakat menunjukan adanya
perkembangan perubahan fislk perumahan milk masyarakat berupa
kecenderungan meningkainya persentase jenis rumah layak huni semakin
meningkal. Dalam sisi status keoemilikan rumah, persentase tertinggi
kepemiikan adalah milik serdin, pada tahun 2006 perumehan dengan
status milk sendin sebesar 91,47%. Jenls atsp pada perumehan yang ada
sebagian besar adalah terbuat dari genteng dan seng. Jenis dinding
bengunan rumah 6583 % ocalah lembok dan sebesar 14 4% adalan
bangunan rumah dan bambu. Jenis lantal pada umumnya (78,96 5) adalah
bukan tanah namun keadaan rumah tanpa [antai (tanah) masih cukup tinggl
yaitu 21,04%.

d.  Pengairan/Sumberdaya Air
Prasarana pengairan atau ingasi merupakan prasarana yang penting
mengingal  sektor perfanian memupakan salah satu sektor andalan
Kabupaten Banyumas. Kewenangan pengeldizan Daerah Igasi (DI) di
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Kabupaten Banyumas berdasarkan data tahun 20C5 dikelompokan dalam
katagon : untuk O dengan luas areal > 3.000 Ha yang menjadi kewenangan
pemeriniah pusat terdapat 2 DI yaitu O Serayu ¢an CI Tzjum dengan luas
areal polensal seluas 627695 KRz dan luas areal fungsional seluss
5.564 38 Ha. DI dengan luas areal antara 1000 Ha sfd 3.000 Ha yang
menjadi kewenangan pemerintan provins: (Dl lintas kabupaten) terdapal 5
DI yaitu DI Banjeran, DI Andongbang, DI Kedunglimus Arca, DI Kebasen,
dan DI Kalisap dengan luas areal potensial seluas 4.378,34 Ha dan dengan
luas areal fungsional seluas 4.260,.99 Ha.

Untuk DI dengan luas areal dbawah 1000 Ha yang menjadi
kewenangan pemernntah kabupaten dibagi menjadi 2 yaitu DI pemerintah
meliputi 91 DI dengan luas areal potensial seluas 8.510,09 dan luas areal
fungsional seluas 8 353 57 Ha dan Ol Pemesaan melipufi 370 DI dengan
luas areal potensial seluas 9.837.66 Ha dan luas areal fungsional s=iuas
8.91467 Ha.

Atas dasar hal tersebut di alas, jumish Ol di Kabupalen Banyumas
sebanyak 466 DI dsngan luas areal potensial seluas 28.320.47 dan lues
areal fungsionalnya mencapal 26.334,98 Ha,

Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Kabupalen Banyumes secara fisiografi tedetask pada zona
pegunungan Serayu Utara zona Serayu. dan pegunungan Serayu Selatan,
Zona pegunungan Serayu Utara sebagian besar tertulup cleh produk
endapan Gunung Slamet sedangkan pegunungan Serayu Selatan ditempati
oleh pagunungan lipatan yang meman;ang dari barat Laut - Tenggara mulai
dari Kecamatan Lumbir sampai dengan pegunungan di sekitar Kebasen dan
peguungan d sebelah selatan Banyumas. Antara pegunungan Serayu
Utara dengan pegunungan Serayu 3elatan dipisahkan oleh zona depresi
longintudinal memanjang dari barat Timur yang disebul zona Serayu. Zona
Serayu Selatan pada umumnya ditempat batuan hasi endapan turbidit laut
dalam, sedangkan zona Serayu ditempati oleh endapan aluvium gunung
apl.

Sungai-sungai yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas
mempunyal deblt sekitar 45 456342 m3/har atau 16 591.564 820 m3/tahun
yany) berasal dari sungai besar, seperti Sungai Serayu, Tajum, Kranji, Pelus,
Benjaran, logawa sera sunga-sungai kecl lainnya, sadangkan alr
permukaan yang berasal dan berbagai sumbe- mata air mempunyai debit
sekitar 374462 Iter/detiktabun.
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Curah hujan di Kabupater Banyumas pada lahun 2006 rata-rata
sebeser 2579 mmiahun. Angka inl menunjukkan bakwa di wilayah
Kabupaten Banyumas memiliki curah hujan yang cukup tinggi.

Berdasarkan hasil penelitan Lembaga Peneliian Tanah (LPT)
Bogor tahun 1983 capat diketahui jenis lanah di Kabupaten Eanyumas
terdapat 7 jenis tanah, yaitu Aluvia, Glei Humus Rendah, Regosol, Litosol,
Andosol, Latosol dan Poasolik.

Kondisi Kimatologi wilayan Kabopaten Banyumas mempunyai iklim
tropis hasah seperti umumnya wiayah-wilayah di Indonesia, Rala-rata subu
udara buanan 26.3°C, dengan suhu minimum ‘ercatat 24,.4°C dan suhu
massimum 30.8°C. Sedangkan curah hujan di wilayah Kabupaten
Banyumas pada tahun 2006 reta-rate sabesar 2579 mmitahun. Angka inl
menunjukkan bahwa di wilayah Kabupaten Banyumas memilki curah hujen
yarg cukup tinggi. Tingginya curah hujan ini diebabkan oleh xondisi
geografis wiayah Kabupaten Banyumas yaitu tereiak di lereng Gunung
Slamet Beberapa daerah yang mempunyai curah hujan finggi adaiah
Kecamatan Baturaden dan hasll catatan stasiun penakar hujan Baturaden
yailu 4282 mmilahun, Kecamatan Sumpiuh dengan slasiun penakar huian
di Desa Kebokura 5663 mm/ tahun, stasiun panakar hujan di Desa
Bongangin 3.633 mmAahun dan stasiun otomatis ¢i Desa Sumpiuh 3671
mm/ tehun, Kecamaten Cilongok dengan stasiun penakar hujan & Desa
Cikidang 4 323 mm/ tahun,

Bencana alam yang ‘erjadi di wiayah Kabupaten Banyumas adaiah
bericana banjir dan gerakan tanah. Eencana banjir terjadi di wilayah selatan
Kabupaten Banyumas, yaitu di wilayah Kecamatan Tambak, Kecamatan
Sumpiuh dan Kecamatan Kemmanen. Bencana alam berupa geraban (anah
yang teriadi di wilayah Kabupalten Banyumas lerdapat pada kawasan hutan
maupun pada tepi sungal dengan kond'si lahan terjal atau pada lokasi t=al
dencan curah hujan tinggi.

Bencana alam berupa gerakan tanah ini erat kaitannya dengan sifal
fisik lahan, sifat dan posisi batuan, struktur geclogi, keterialan, penggungan
lahan seria kondisi keairannya. Daerah dengan sediman manin lempung dan
madan tedal banyak terjad gerakan tanah. Mineral iempung Ini memilikd sifat
plaster yaitu akan mengembang pada saat kekurangan air dan mengerul
pada saal jenuh air. Baluan ni dilindih oleh baluan gunung api sehingga
pada daerah kontaknya sering tejadi longsoran. Daerah tarjal dengan curah
hujan tinggi juga rawan terhadap longsoran, Demikian halnya akdifitas
manusia seperli cut and (il (gali can timbun) terhadap lereng juga
meningkatken resiko tenah longsor.
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Penataan Ruang

Tata ruang wilayah Kabupaten Banyumas sebagai bagian dari tata
ruang wilayah nesional merupakan saiu kesatuan ruang wilayah nasional
yarg melput ruang daral, udara dan lautan sebagai sumberdaya yang
harus dikelola secara Dijaksanes, berdaya guna, berhasiiguna, secara
berkalanjutan deml terwujudnya kesejanteraan. Masyarakal Kabupalen
Banyumas telanh menetapcan  Peraturan Daerah Nomor 18 lenlang
Rencana Tala Ruang Wiayah Kabupater Banyumas tetspi disadar
bersama bahwa pengelolaan penataan ruang belum dapal bedalan cengan
optmal. Kondisi tersebul fenaci karena mncana tata ruang yang
merupaken matra ruang dari pembangunan daerah belum bersinergi
dengan rencana pembangunan lainnya, dan daya dukung lingkungan
terutama dalam keterkaitan dengan kerentanan terhadap bancana belum
mendapal perhatian yang cukup. Aspex keberenjutan sumberdaya elam
dan lingkungar masih belum diutamakan dibandingkan dengan kepentingan
ekonomi Jangka pendek dan kepenfingar sekioral Oi samping itu
pemahaman dan kesadaran akan perunya pengendalian pemanfaatan
sumberdaya sesuai dengan penalsan ruang oeh masyarakal masih relafif
rendan

Pertanahan

Penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Banyumas sacara gars
besar dbagi menjadi 2 (dua), yaitu tanah sawah dan tanah kering.
Penggunaan lahan untuk keglatan tanah kering mempunyal porsl yang
cukup besar, yailu 9973756 ha afau 75,13% dar lotd wilayab di
Kabupaten Banyumas sedangkan penggunaan lahan unluk kegiatan sawah
mempunya pors: sebesar 33022 ha alau 24.87% dan flotal wilayah
Kabupsten Banyumas.

Dari lahan sawah seluas 51.9568,226 Ha di Kabupaten Banyumas,
berdasarkan potensinya terbagi atas porsi lahan sawah bernngasi leknis
seluas 10,037,023 Ha (31,40%), irgasi setengah teknis seluas €.385 388
Ha (19,98%), ingasi sederhana 4.287 628 Ha (13 41%), irgasi desa seluas
4.179,853 Ha (13,08%), dan irigasl tadah hujan 7 068,335 Ha (22,12%)

Penggunaan [zhan untuk kegiatan perotaan yang ditunjukkan uniuk
kegiatan pekarangan juga menunjukkan kondisi yang cukup dominan, yaitu
sebesar 15,066 ha atau 14,96% dari tolal wilayan di Kabupaten Banyumas.
Perggunzan lahan perkotaan ini berlokasi di pusat kegatan regional
(Kabupaten). yaitu di Kota Purwckerto, berada di pusal kegiatan yang lebih
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rendah balk tingkst lokal (Kecamalan dan desa) den pada lokasi siralegis
lain dengan dukungan kemudahan aksesibilitas dengan keberadaan
prasarana dan sarana transporiasi.

Uilihat dari perkembangan penggunaan lahan di wilayah Kabupaten
Banyumas selama kurun waktu 5 tahun terakhir, yaitu tahun 1996 - 200C
dapat diketahul bahwa pengguriaan lahan hutan rakyatl dan penggunaan
lahan sawah pengairan sederhana rmerupakan jenis penggunaan lahan
yarg banyak mengalam| konvers (perubahan penggunaan lahan) di wilayah
Kabupaten Banyumas dan konsekwensinya penggunaan lahan il
mengaami penurunan luas lahan. Penggunaen lzhan hutan rakyal
menga'ami perubahan rata-rata 4,25%Aahun sedangkan penggunaan lshan
sawah pengairan sederhana mengalami konversi sebesar 3 59%tahun.
Sedangkan penggunaan lahan yang juga mengalam: konversi lahan tetap
menunjukkan kecenderungan penambahan luas lahan untuk penggunazn
lahannya adalah jeris penggunaan lahan pekarangan, perkebunan,
penggembalaan dan legalan.

Perkembangan penggunaan lahan yang terjadi di wilayah Kabupaten
memberkan informasi bahwa jenis penggunzan lahan yang banyak
mengaiami perubahan lshan menjad jenis penggunan lahan lain adalsh
sawah dan hutan rakyat, Sedangkan jenis penggunaan lahan yang banyak
malakukan infasi atau merubsh penggunaan lahan lain adalah jens
penggunaan |ahan pekarangan, perkebunan dan penggembalaan. Proses
invasi dan konversi lahan di wiayah Kabupaten Banyumas diperkirakan
terjadi prses perubahan penggunaan |zhan sawah atau hutan rakyal
menjadi penggunaan lahan perkolzan, seperfi perumahan, indust,
perkantoran dan lain-lain yang dalam hal ini ditunjukkan dengan
penggunaan lahan pekarangan atau menjadi penagunaan lahan tegalan dan
perggembalaan, Proses ini merupakan proses berdasarkan keidah alamish
atau proses pasar (market), dimana lerjadi perubahan pengounaan lghan
dan penggunaan lahan yang kurang produklif seperti menjadi penggunaan
lahan yang labih produktit.

4. KONDISI EKONOM DAERAH
a. Perkembangan Ekonomi
Secara umum kondsi Pemkonomian Kabupaten Banyumas telah
mengarah pada kondisi yang lebih baik. Hal tersebul dilunjukan dengan
perkambangan PDRE Tahun 2001-2006 selalu mergalami kenaixan.
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas fahun 2006 mengalami
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kenaikan dibanding lahun sebelumnya, yailu shun 2006 sebesar 4 48 %
sedangkan (ahun 2005 mencapai sebesar 3 21 %.

Dai 35 KsbupatenfMota di Jaws Tengan PDRE Kabupaten
Banyumas elas dasar Harga Konstan pada tshun 2005 menduduki
peringkat 12. Kemudian bila difihat dari 35 Kabupaten/<ota d' Jawa Tengeh
PDRE Kabupaten Banyumas atas dasar Harga Beraku pada tahun 2005
menduduki peringkat 11,

Perekonomian Kabupaien Banyumnas masih didukung cleh sektor
perianian, yang rata-rata menyumbangkan 2157 persen dari PDRB
Kabupaten Banyumas. Disamping seklor perfanian, seklor industri, sektor
perdagangan dan sekfor jasa4asa merupakan penyumbang yang cukup
besar terhadap PORDB Kabupaten Banyumas.

Beberapa sektor ekonomi  yang  kontribusinya  terhaedap
perkambangan PDRB Kabupaten Eanyumas dari tahun 2002 - 2006 selalu
meningkat yailu sakior listrik, seklor perdagangan dan sektor keuangan,
Sedang sektor yang cenderung mengalami penurunan peranan terhadap
PDRE Kabupaten Banyumas diantaranya sekior perianian. Walaupun
seklor peranian  sumbangannya cenderung menurun, ftetapi masih
merupakan seklor yang dominan & Kabupalen Banyumas. Secara umum
dengan berkurangnya kontribusi sektor pertanian. menunukkan bawa
struktur ekonomi Kabupsten Banyumas terdapat xecenderungan mulai
bergeser dan perekonomian agraris menjadi perdagangan dan jasa-jasa,

Dalam kurun waktu lima iahun lerakhic di Jawa Tengah, sektor
industri pengolahan masih merupakan sekicr yang menjadi andalan
terbecar. Selanjuinya yang memberikan sumbangan terbesar setelan sektor
industri pengolahan adaiah sekior pendagangan, hotel dan restoran dan
seklor perianian. Secara wmum dalam lima tahun lerachic fidak legadi
pergeseran struktur ekonomi yang berarti,

Peumbuhan ekonomi  Kabupaten Banyumas dapat diihat
berdasarkan perhitungan PDRB Habupaten Banyumas stas desar harga
konstan. Pertumbuhan ekonomi tahun-tahun lalu mernpakan dasar uniuk
manghitung pertumbuhan ekonomi yang akan datang dan merupakan salah
satu folak ukur kebernasilan pembangunan daerah dar aspek ekonomi.
Selama Periode tahun 2001-2006 pertumbuhan  ekonomi Kabupaten
Banyumas berkisar 1.13 sampai 4 48 persen, dengan laju pertumbuhan
tertinggi terjadi pada tahun 2002.

Dibanding dengan Provinsi Jawa Tengah perfumbuhan ekonomi
Kabupaten Banyumas masih rendah rata-rata dad tahun 2002-2006 uniuk
Jawa Tengah sebesar 4 €5 % sedang Kabupaten Banyumas 3.35%.
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b.

Secara sekioral, selama periode tahun 2002-2006 semua sektor d
Kabupaten Banyumas Igju pertumbuharnya berflukiuasi. Sektor yang
pertumbuhannya paling berflukiuasi dan cendemung mengalami penurunan
adalan sekior pertanian.

Sekior keuangan perkembangannya sangat baik, yakni menempat
laju pertumbuhen fertinggi kedus. Hal iri didukung karena semakin banyak
bank-bank umum yang membuka cabang dan beroperasi di wilaysh
Purwokerto. Sedang<an Jawa Tengah untuk Tahun 2002-2005 hampir
seluruh sektor akonomi sudah menunjukkan pertumbuhan kearah positf,
kecuzli sektor jasa-jasa dan sektor pertanian.

Pada tahun 2006, sekior keuangan mencalami pertumbuhan yang
paling besar (6,87%), sekior perdagangan (6,72%) dan disusul sekior jasa-
jasa (6,70%). Sedangkan sekior industi merupakan seklor pertumbuban
terendah yaitu 3,24%.

PDRE Perkapita Kabupaten Banyumas dari Tahun 2002 - 2006 terus
mengaiami peningkatan, Tahun 2002 PDRE perkapila etas dasar harga
berlaku sabesar 2625967 rupiah, tahun 2006 menjadi sebesar 4.150.760
rupiah. Sedangkan PDRE per kapita atas dasar harga konstan tahun 2002
sebesar 2.163.321 rupiah, tahun 2006 menjadi sebesar 2,427 574 rupiah,
Pendapatan perkapita Kabupaten Banyumas tahun 2005 atas dasar harga
berlaku menempali urutan ke 28 dari 35 Kabupaien/ola di Jawa Tengah.
Pendapatan perkapita Kabupaten Banyumas tahun 2005 ates dasar harga
konstan menempati urutan ke 27 dari 35 Kabupaten/Kota & Jawa Tengah.

Inflasi

Tingkat inflasi Kota Purwokeric sejak Januan sampai dengan
Desembar 2006 tercatal sebesar B45% atau lebih tinggi dibandingkan
dengan laju nftas nasional 6,60%, namun jauh lebih rendah dinanding
tngkat inflasi Kola Purwokerio pada periode yang sama tahun sebelumnya
sebesar 14.5¢%.

Perbankan

Perkembangan jumieh perbankan di Kabupaten Banyumas cukup
banyak baik dilihat dan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat ( EPR )
yang meliputl Kator Pusat Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu,
Kantor kas dan BRI Unit. Perkembangan jumian perbankan di Kabupaten
Banyumas meningkat tajam dari 104 buah Bank Umum dan BPR pada
tahun 2002 menjadl 126 pada tahun 2006 yarg terdii darl kantor pusat
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Bank Limum ada 30 unil, kanlor cabang 20 unit, kantor cabang pembantu
22 unit, kantor kas 13 unit dan BRI Unit 41 unit

Penghimpunan dana masyarakal yang ‘ercalal pada Bank Indonesia
Furwokerto, yang meliputi dana Rupiah dan Valuta Asing pada akhr tahun
2006 sebesar Rp. 2,757 035.000.000,- (melicuti giro Rp.330.148.000.000 - ;
<impanan berangka Rp.114567RB0000CC,, ; dan Tabungan
Fp.1.281.209.000.000,-) atau naik 16,35 % dibanding lahun 2005 dan kredt
yang diberikan sebesar Rp.1.972.174.000,000 . stau naik 1577% darn
tahun 2005 , sehingga lerdapat surplus dana sebesar Rp. 794 8561.000.000 -
Diihat dari tctal pengnimpunan dana, Kabupaten Banyumas menduduki
peringkal ke  sementara penyaluran kredil peringkal menjadi 5 se Propinsi
Jawa Tengah tahun 2005.

Industr

Dalam kurun wakiu lima tahun terakhir di Kabupaten Banyumas,
sexior industn kecl magih merupakan industr yang terbanyak / andalan
dengan jumiah unit usaha sebanysk 41.119, indsutn sedang sebanyak
13.156 unit usaha dan industr besar sebanyak 70 unit usaha,

. Pariwisata

Kegiatan parwisata Kabupalen Banyumas telah berlangsung puluhan
tahun yang falu. Ada 10 obyek wisala yang sudah berjalan yaitu Lokawisata
Baturaden, Kalibacin, Curug Cipendok, Wana Wisata, Pancuran Tiga,
Fancuran Tujuh. Telaga Sunyi, Bum| Perkemahan, Curug Gede, Curug
Ceheng, Museum Wayang, Museum Panglima Jenceral Soedirman, dan
Taman Rekreasi Fatmaba Ajibarang.

Tingkat kurjungan wisata 4/ Kabupaten Esnyumas dari tahun 2000
sampai dengan 2006 berflukluasi, tingkat kunjungan lerfinggi l=rcalal pada
tahuri 2000 yang mencapai jumlah 912 233 orang dan tahun 2006 dengan
jumiah pengunjunrg €05.415 dengan Pendapatan dad Pajak [ Retribusi
Pariwisata tahun 2006 sebesar Rp, 3,16€.320857 dengan pertumbuhan
rata-rata Wisatawan Nusantara 5,37 % dan wistawan mancanegara 7,89 %.

Untuk mendukung sektor pariwisata di Kabupaten Banyumas
lerdapat 159 hotel yang terdiri hota! bintang tiga sebanyak 5. bintang satu
sebanyak 1 sisanya melati sebanyak 152. Disamping itu terdapat Restoran
dan Rumah Makan sebanyak 317, B Perjalanan Wisala sebanyak 15,
Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ( Diskolik ) sebanyak 5.
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f. Perdagangan

Sektor perdagangan sumbangannya terhadap PDRB Kabupatan
Banyumas cenderung nalk. Hal Inl didukung dengan adanya sarana
perdagangan pasar (radisional 21 buah, pasar local 122 buan pasar
swalayan 21 buah, Mal / Plasa 1 buah.

Jumlah Fengusaha Perdagangan terdii dari Perdegangan keci
12.987 buah, Perdagangan Menengah 936 buah dan Perdagangan besar
99 buah.

g Koperasi dan UKM

Percembangan koperas! di Kabupaten Banyumas mengalami
kemajuan yang cukup menggembirakan pada periode 2004 — 2008 jixa
diukur dengan jumiah koperasi, jumiah anggola, aktiva | modal ) dan
volume usaha Ferfumbuhan jumiah koperasi meningkat dari 423 unit tahun
2004 menjadi 442 pada tehun 2005 Jumlah angeta koperasi tahun 2004
sebanyak 105.227 orang meningkal menjadi 105.02€ crang pada tahun
2008, volume usaha meningkat tahun 2004 sebesar Rp. 133.266.000.000 -
menjad Ro. 135.774.000.000- pada tahun 2006. Sisa Hasll Usaha
mening<al dar  Rp. 2.582000.000- tahun 2004 menjadi Rp.
3.089.000.0CC,- pada tahun 2006

h. Pertanian

Sektor perlanian merupakan sekior yang menjadi tumpuan hidup
sebagien besar masyarakat Kabupatsn OSanyumes. Perekonomian
Kabupaten Banyumas juga masih didusung oleh sekior perlanian yang rata-
rata menyumbangkan 2167 persen dan PDRE Kabupaten Banyumas.
Sebagal sekior yang mendukung ketananan pangan perkembangan sekior
pertanian selama 5 tahun mengalami perkembangan yang refatifl kecl|
Ferianian dalam arti luas melipufi pertanian tanaman pangan, horfikultura,
petemakan, perikanan dan perkebunan,

Komodilas ulama sub sektor pertanian tanaman pangan adalah padi,
jagurg dan kedelal. Produksl padi maupun beras selama 5 tahun masih
surplus dimana produksi pece tahun 2003 mencepal 215487 kg dan
konsumsi 173 610 kg sedangkan pada tahun 2006 produksi beras 199,809
dan konsumsi 175.940 kg namun cenderung menurun sedang«an jagung
dan kecelai masih mengalami minus produlksi,

Lintuk sub sektor patemakan hampir seluruh jenis temak mengalami

penurunan populasi sepertl szpl potong pada tahun 2003 populasinga
18210 ekor namun pada tahun 2006 menurun menjadi 13.241 ekor,
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Kambing pada tehun 2003 sejumlzh 224 3068 ekor menurun  menjadi
214 878 ekor pada tahun 2006 demikian jugz dengan ayam buras pada
tahun 2003 1.363.817 menuun populasinva pada tahun 2006 menjadi
1.160.952 ekor pada tahun 2006.

Perkembangan di sub sektor perikanan produksi hasil perikanan
tahun 2002 sebesar 122,358,103 Kg meningkat menjadi 142.352.048 kg,
konsumsi protein hewani asal temak rata-rata 4,762 grikap/hr, ikan 3,1
grikapfr dan masih berada di bawah standar nasional yang mencapal 6 gr
grikapr dan 9 gram/kap/hr.

Sementara di Sektor Perkebunan komoditas karet mengalami
perkembangan yang cukub bak, pada tahun 2002 luas areal 66 ha dengan
produksi 0,95 fon menjadi 111,660 ha pada tahun 2006 dengan produksi
9,53 ton sementara komoditas yang lain sepa teh, kopi lada, tembakau
dan vanii relatif stebil. Hutan yang berada di wilayah Kabupaten Banyumas
terdin atas hutan negara yang dikelola oleh Perum Perhutani dan Hutan
Rakyat di luar kawasan nutan negara. Luas hutan negara mencapai 28,384
ha lerdiri atas hutan produksi 13 468,60 ha dan hutan lindung 9.5152C ha
sedangkan hutan rakyat mencapal 19.405042 ha Produksi hasil hutan
meliputl kayu bulal, kayu olshan, mtan mavpun camar. Luas |zhan krilis
cenderung mengalami peningkatan sejax tahun 2003 dimana pada tahun
2003 was lahan kritis mencapal 15.755 ha pada tahun 2006 mencapai
17.000 ha. Adapun penanganan lghan kifis baik secara raquler maupun
mela'ui gerakan rehabifitasi hulan dan lahan selama & tahun telah mencapai
6.524 ha yang berarti terdapat ketdaksambangan antara rehabilitasi hutan
dan penebargan hutan.,

Pertambangan dan Energi

Kabupaten Banyumas diihal dar segl geologi merupakan daerah
yang mempunyai berbagai macam bahan galian, terulama bahan galian
golongan C. Batuan beku dan batuan sediment bersabar merata di ssiuruh
Wiaysh HKabupaten Banyumas, sehingga sangat polensial untuk
pengembangan jenis usaha penambangan bahan galian golongan C.
Adapun potens| larsebut artara lain :
a_ Pnospat denjan cadangan 236 059 ton di Desa Dammakradenan Kecamatan

Lumbirdan 520 570 ton di Desa Sawangan Kecamatan Kebasen

b. Baw gamping cadangan 442161173 ton di Desa Darmakradenan

Kacamatan Ajlbaang
¢. Granodiort dengan cadangan kesaluruban 56,845,249 fon
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d. Baw tempe ( Andesil ) dengan cadangan 310000 ton di Kecamatan
Kadungbanleng dan Pekuncen
e. Andesit Homblende dengan cadangan 20138814 ton di Desa Melung
Kacamatan Kedungbantzng dan
|, Boeborapa wileyah momilki potensi batuan Basalt, Kaolin, Tarah lat, Oker,
Trass, Pasi, Batu pasir, Simu, Tanah unig
Sampai dengan tahun 2007 jumlan Desa | Kelurshan berkstik ci
Kebupsten Banyumas telsh mencapai 100 % ( 332 Desa | Kelurahan ),
namun Rasio Elektifikasi (| RE ) atau penduduk yang berdistrk baru
mencapai 65,182 % artinva sekitar 252 £10 KK / Rumah tangga yang baru
menikmati listik dar umish penduduk Kabupaten Benyumas sekitar
388,004 rumah tanggs atau sekitar 135.093 rumah tangga ( 34818 % )
yang belum menikmati listrik. Jumiah grumbul yarg beium menikmati listrik
sexkitar 515 grumbul

limu Pengetahuan dan Teknologi

Fengembangan dan pemanfaatan iimu pengetahuan dan teknologi
di Kabupaten Banyumas didukung oleh keberadsan Perguruan Tinggl di
Kabupaten Banyumas. Perguruan linggi di Kabupalen Banyumas sebagai
lembaga yang dinarapkan mampu mergembangkan leknologi dalam rangka
penirgkatan kesejahteraan masyarakat felah mengalami perkembangan
saring dengan berkembangangnya lembaga pendidikan tersebut, namun
demikian pengembangan ilmu pergetahuan dan teknologi masih belum
selars  dengan  perkembangan  lmu pengetahuan  dan  leknologi
internasional

Eecara umum, perkembangan (imu pengetahuan dan leknoogi masih
belum dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat Kabupaten
Banyumas. Namun beberapa bidang iimu pengetahuan dan teknologi yang
telan menunjukan peningkatan pemanfaatannya adalah bidang teknologi
infarmasl dan telexomunikasl. Bercembangnya tekndlegi telpon seluler
memberican pengaruh yang cukup baik dzlam perkambangan sektor-sekior
lain di hidang ekonomi dan sosial budaya Penyelenggaraan pemerintahan
di Kabupaten Banyumas telah mampu memanfagtan perkembangan
teknclogi informasi khususnya dalam pelayanan kesehatan dan pelayanan
pendidikan, meskipun mesih perdu dilakuken peringkatan lebih lanjul.
Mehkanisme perdagangan telah menggunakan jasa teknologi informasi untuk
mempermudah  pelayanan dan mempercepal proses  lransakel
perdagangar.
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3 KONDISI PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA DAERAH
a. Kependudukan

Laju pertumbunhan penduduk Kabupatan Banyumas semakin menurun
sedangkan penduduk usia muda dengan prosentase anak dibawah 15
tahun masih cukup tinggi, yaitu tahun 2006 sebesar 26,28% dan penduduk
lanjut usia (uska 65 tahun ke atas] hanya sebesar T,17% sehingoa rasio
beban keterganiungan (deperdency retio) Kabupaten Banyumas menjadi
90,25%, yang berarti setia 100 orang produkhif (usia 1564 tahun) akan
menanggung sekitas 50 orang yang dianggap belum produktf (usia di
bawah 15 tahun) dan lidak produktif lagi (G5 tahun ke atas).

Penduduk Kabupaten Banyumes secara berurut-turut sejak tahun
2002 sampai dengan 2006 mengalami perumbuhan penduduk menurun
yaitu tanun 2002 jumiah 1.509 367 jiwa, 2003 berjumiah 1 524.901 jiwa atau
bertambah 1,0187 % | tahun 2004 barjumiah 1.538.285 jiwe atau bertambah
0,8701 %; tahun 2005 berjumiah 1545299 jiwa atau bertambah 0,4539 % ;
tahun 2008 berumlah 1552252 jwa atau bertambah 04479 % dan
diharapkan pada tahun 2007 pertambahan jumiah penduduk Kabupaten
Banyumas tidak lebih dari 04479 %, Laju pertumbuhan penduduk yang
semakin menurun inl, karena semakin meningkatnya kesadaran mesyaraket
Ksbupaten Banyumas terhadap pentingnya program Keluarga Berencana
dan tingka! pendidikan masyarakal yang semakin membaik dan umur
perkawinan yang semakin tinggi yailu 22 tahun pada tahun 2002 menjadi 24
tahun pada tahun 2006.

b. Pendidikan

Salah salu Program Pemerintah di bidang Pendidikan adalah
pelaksanaan Wajlb Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun yang terdid atas ©
tahun di tingkat Seko'ah DasarMadrasah Ibtidaiyah dan 3 fahun di fingket
Sekolah Lanjutan Tingkat FertamaMadrasah Tsanawiyah. Dalam
penuntasan waljib dikdas Y tahun periu ditempuh berbagal cara agar semua
anak usia 7 - 15 tahun dapat tertampung disekolah.

Berdasarkan data tahun 2006 daya tampung TK manunjuikan
bahwa dari sejumiah 657 TK yang ada, dapal menampung 24 025 siswa
dengan jumlah rombel 372, sedangkan jumlah penduduk usia 56 lahun
57.233 jiwa, sehingga perlu menambah daya tampung untuk 35433 siswa.

Daye lampung SDM| menunjukkan bahwa dari 882 SD dan 171 M
yang ada maka sarana SDMI tersebul cukup, karena dari 178,549 siswa
SOMI lerbagi menjadi 6.883 rombel sehingga tiap rombel rala-rata 28,02
anak. Jumiah penduduk usia 7 — 12 tahun sebanyak 162 BES jiwa dengan
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APK 10924 % dan APM 8880 %. Dengan demikian finggal dimotivasi
untuk mamperbesar daya serap.

Daya tampung SMP/MTs menunjukkan bahwa jumiah ruang belajar
yang ada di SMP/MTs adalah 1.961 ruang, Adapun jumizh siswa SMP/MTs
sebanyak 75.954 siswa terhagi menjadi 1 896 rombel, sehingga fap rombel
rata-rata 40,06 anak Dar 75.954 siswa SMPMTs yang berusia 13 - 15
tahun sebanyak 54457 anak, sedangkan jumlah penduduk usia 13 - 15
tahun sebanyak 35586 orang, usia sekoleh yang belum tetampung
sebanyak 9.532 arang.

Dengan ketersediaan Ruang TK yang sebanyak 732 ruang dan
kebutuhan ruang sebanyak B72 ruang maka terdapat kekurangan sebanyak
134 ruang. Keterseciaan ruang untuk SD ruang sebanyak 5753 ruang, dan
kebutuhan nuang sebanyak 5606 ruang, dengan demikian tidak terdapat
kekurangan ruang. sedangkan ketersediaan nuang unfuk MI sebanyak 1.000
ruang dan kebutuhan sebanyak ruang 1.026 ruang, maka lerdapal
kekurangan sebanyak 25 ruang. Ketersediaan ruang untuk SMP/Mis
sebanyak 1.951 ruang, dan hebutuhan ruang sebanyak 2.140 ruang, maka
tercapat kekurangan sebanyak 179 ruang.

Kerusakan Gedung/Ruang SD terdzpat 1.650 ruang rusak berat dan
1.689 ruang rusak fingan yang periu segera diperbaiki sedangkan MI
terdapat 122 ruang rusak berat dan 203 ruang rusak ringan yang perls
segera diperhaiki, SMP/MTs terdapat 92 ruang rusak berat dan 194 ruang
rusak ringan yang perlu segera diperbaiki

Keadaan dan lokasi sekolah yang tersebar di 27 kecamatan
menunjukkan bahwa unfuk SD dan Ml berjumiah 1,053 cukup merata; SMP
dan MTs berjumlah 179 cubup merata; SMA, SMK dan MA berjumiah 100
penyabarannya belum bagitu merata khususnya SMK Negeri.

Untuk jenjang pendidikan SU/MI Angka Partsipasi Kasar (APK)
sebesar 108,24% dan Angka Fartisipasi Mumi (AFM) sebasar 98 80%;
untuk jenjang pendidikan SMPMTs/SMPT Angka Partisipasi Kasar (APK)
sebasar 83 50 % dan Angka Partisipasi Mumi (APW) sebesar 76,63% untuk
jenjang pendidikan SMA/SMKIMA Angka Parisipasi Kasar (APK) sebesar
48,42 % dan Angxa Partisipas: Mumni (APM) sebesar 37,53 %

Pede Tehun 2002 angka melek huruf di Kabupaten Banyumas
sebanyak B8,6 % dan jumlah penduduk dan peda tshun 2005 meningksat
menjadi 93 3 % dan jumiah penduduk, Dengan demikian masyarakat yang
lkut melaksanakan pendidikan semakn meningkat.
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c. Hesehatan

Keberhasian dalam penerapan hidup bersh dan sehat di
masyarakal dapat diukur daii berbagal indikaior, dan lercermin dalam
meningkatnya derajal kesehatan masyarakat. Fada tahun 2006 capaian
indikalor tersebut an‘ara lain :

1. Angks kematian ibu sebesar 86,13/ 00.000 Kelahiran Hidup;

2. Angka kematian bayi sebesar 10,35/1.000 Kelahiran Hidup.

i Slas gizi belita untuk giz buruk balita (pergukuran berdasar berat
badan/tingg! badan) 62; gizi kurang 5582, gizi balk 79.191; gizi labih 2.408.

4, Angka kesakitan malaria (API) sebesar 0,17/1 000 penduduk dangan jumiah
penderita sebanyak 246 kasu ; Angka Kesakitan DBD (IR) sebesar 20/100.000
penduduk dengan jumiah penderta DBD sebanyak 329 kasus ;| Angka
Kesakitan TB Paru sebesar 34/100.000 panduduk dengan jumizh penderita TR
Paru sebanyak 533 kasus ; HV jumigh penderta sebanyak 123 ; Angka
Keszkitan Pnemonie sebesar 233/100.000 penduduk dengan jumiah panderita
premucnia sebanyzak 4,371 : sedangkan diare sebaryak 30.841

Angka kematian ibu dari tahun 2005 menunjukkan penurunan dari
12556 per 100000 kelshiran hidup menjodi pada tahun 2006 scbesar
9512 per 100.000 kelahiran hidup, hal ini disebabkan semakin
meningkatnya kesadaran ibu akan kesehatan

Angka kematian bayl darl tahun 2005 menunjukkan peningkatan
dari 2,48 per 1000 kelahiran hidup menjadi pada tahun 2008 sebesar 10.35
per 1000 kelahiran hdup. Hal ini diakibatkan antara lain keterlambatan dan
status gizi ibu yang kurang baik Angka harapan hidup penduduk Kzbupaten
Banyumes tahun 2005 sebesar 69,40 tahun kemudian meningkat menjad
69,80 tahun pada fahun 2006. Semakin tingai usia harapan hidup
mencinkan meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

Penclong ka'zhiran pertama yang ditangani oleh dokter, bidan dan
dukun dar tahun 2005 menunjukkan perubanan yang semakin baik, Pada
tahun 2005 penolong kelahiran perfama olsh dokter sebesar 3,90 % dan
tehun 2006 meningkal menjadi sebesar 11,87 % ; sedangkan oleh bidan
tehun 2005 sebesar 5110 % dan pada tahun 2008 meningkal menjadl
sebesar 69,20 %; dan cleh dukun tahun 2005 sebesar 43,71 % pada tahun
2006 menurun menjadl 18,93 % Perubshan yang semakin balk nl
dikarenakan pemahaman masyarakat akan keschatan anak dan tingkat
resiko akibat kelahiran semakin maningkat .

Begity juge penclong kelahiran terakhir oleh dokler, bidan dan
dukun dari tahun 2005 menunjukkan perubahan yang postf. FPenclong
kelahiran lerakhi- yang ditangani oleh dokter sebesar 4,38 % dan tahun
2006 meningkal menjad| sebesar 11,50 % ; sedangkan pieh hidan tahun
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2005 sebesar 62,22 % dan tahun 2006 meningkat 70,57 % ; dan pieh
dukun tahun 2005 sebesar 30,80 % , pada tahun 2005 menurun menjadi
16,65 %.

Ketenagakerjaan

Jumiah pencar kerja vang tordafier tahun 2006 untuk laki-laki
11.863 orang dan perempuan 9431 orang Jumish peluang kera di
Kabupaten Banyumas menurut sektor adalah sekior pertanian 950 orang,
sektor industri 2,801 orang, sektor perdagangan ©.992 crang, dan jasa-jasa
3.856 orang.

Tingkal pengangguran terbuka di Kabupaten Banyumas pada tahun
2006 adalah sebesar 8 36%. Jumlah pengganggur terbuka, untuk laki-laki
6,48% dan perempuan 6,14%.

Kemiskinan

Jumish Penduduk/Rumah Tangga Miskin (RTM) Kabupaten
Banyumas dari tahun 2001 sampal dengan tshun 2004 mangalami
penurunan , sedangkan tahun 2005 dan 2005 mengalami kenaikan. Jumiah
penduduk miskin tahun 2001 sebesar 468.935 jwa atau 382 % ; tahun
2002 sebesar 336.800 jwa alau 32,18 %; tahun 2003 sebesar 322.773 jiwa
atau 21,5 %; tahun 2004 sebesar 325.200 jiwa atau 21,48 %

Jumiah Rumah tangga miskir tahur 2005 sebesar 175570 RTM
atau 4236 % dan tahun 2005 sebesar 175514 RTM atau 42,32 %.
Kenzikan jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) tahun 2005 dan 2006
sebagal dampak dan adanya 2 kali kebijakan pemerintah manaikkan harga
Bahan Bacar Minyak (BBM)

Pemerintahan

Sejax dicanangkannya Kabupalen Banyumas sebagai percontohan
olcnomi daerah  lelah memberikan perubshan dalam  bidang
penyelenggaraan  pemenntahan, pembangunan  maupun  bidang
kemasyarakatan. Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah
meningkattan palayanan  publik  (pubfic servce), pemberdayaan
masyarakat kemancinan daerah dan memajukan perekonomian caerah
guna terwujudnya kesejahleraan masyarakal Hal tersebul tercermin
melalyi  peningeatan panisipasi  masyarakat dalam  paiaksanaan
pembangunan, balk dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi
pembangunan.
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Pelaksanaan otonomi daerah juga diimbangi dengan pelaksanaan
olonomi desa sacara nyata dan bertanggungjawab,sabab penyelenggaran
pemerintahan desa mearupakan baglan yang tidak terpisahkan dari sistem
penyelenggaraan pemerintahan daerzh. Hal ini fercermin oalam pembenian
banlan yang bersifal stimulan maupun dalam bentuk block granl melaivi
alokas dana desa (ADD).

Perubahan paredigma otonom: deerah ditunjukkan pula adanya
good govemance, yang membawa konsekuensi adanya keterbuxaan
dalam setap kebijakan pemeriniah, akuntabilitas publik, aparatur yang
bersth dan bebas dan korups, kolusi, dan nepotisme. Unluk mencapai
lyjuan tersebut dibutuhkan suatu mekanisme penyeienggaraan sistem
pengawasan intemal dan ekstemzl (masyarakat) yang profesional.

Oleh kamena ilu kelembagsan pengawasan inlemal juga perdu
diberdayakan selaku aparat fungsicnal yang sefiap saat bisa digunakan
oleh Pemerintah Kabupaten Eanyumas. Unit pergawasan inl secara
operasional dapat membantu tugas-tugas pemerintah daersh secara
simullen dan kentinyu dengan memperhatikan nilai-nilai dan budaya lokal
dalam panyelenggaraar pemerintahan.

Fungsi Pemerintah Daerah sebagal aparalur pemerintah dalam
melayari masyarakst dhazrapkan leblh dinamis sesual dengan
perkembangan  kehidupan masyarskal yang ditunjukkan  dengan
peningkalan pelayanan prima secara nyata, walaupun hal bersabul belum
lerpenuhi.

Dalam kontek penanganan perizinan, kelembagaan penanganan
perizinan ‘elah dilakukan oleh KPPI (Kantor Felavanan Perizinan dan
Investasi), namun kompleksitas dalam berbagai hal lentang penzinan
masih diperiukan terobosan-lerobosan baru agar pelayanan penzinan bisa
lebit efektil dan efisien,

Delapan jenis perizinan dari 4 bidang (pariwisata, perambangan,
perlanian dan perbubungan) yang leizh dicermali lebih  mendalam
menunjukkan dan sisi dasar hukum perlu dilakukan revisi, dan sisi sistem
dan prosedur perlu dikaji kemball fentang bagaimana egar bisa sederhana,
dari sis| durasi peru dibuat standar pelayanan, demixian juga peru
peningkatan penguatan kewenangan kelembagaan,

g. Politik
Tujuan pembangunan bidang politk Kabupaten Banyumas adalah
lerciptanya stabiitas poltk yang kondusi bagl terselenggaranya
pembangunan di segala bidang, dengan menciptakan kehidupan politik
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yang dinamis serla mampu mengakomodasikan secara mahksimal seliap
kepeniingan dan kebutuhan rakyal di daerah.

Stahilitas politk di ®abupaten Banyumas secara umum relatif
xondusif namun dengan dinamika politk yang fluktuatif, hal ini disebabkan
banyaknys parial polilik peserta Pemilu 2004 (23 bueh), Parpol baru (8
buah), Omas (173 buah), LSM (137 buah), belum dapal mengakomodasi
aspirasi rakyat secara opimal, sehingga di wilayah sering ditemui adanya
konflic antar efit parial, belum beralannya etika poiitic, rendahnya
kesadaran dan  partisipasi politk dan  menurunnya  rasa
nasionalismefkebangsaan masyarakal yang dapat mengganggu persaluan
dan kesaluan di daerah.

h. Keamanan dan ketertiban

Di era reformasi dan globalisasi dewasa ini, kehidupan masyarakat
berukah dengan sangat cepal merambat masuk dalam kehidupan
masyarakat kita yang didukung oleh pesainya sarana prasarana informasi
dan ftransporiasi. Kesemuanya inl periu diantisipasi karena akan
barpengaruh padz kondisl d bidang ketentaraman dan ketertiban umum.
Perkembangan sitss polifik dan  kebfaken Pemerintan di fingkat
pemerintah pusat sering kali berimbas pada eskalasi kerawanan di bidang
sosial serta di bidang keamanan, ketenteraman dan hketertiban umum di
daersh. Euforia reformasi itu sendin jika tidak lerkendal dapat mengarah
pada tindakan dan perilaku anarki,

Dalam era ctonomi daersh, kepada Pemerintah Dasrah diden
kesempatan dan keleluasaar untuk menyelenggarakan olonomi daersh,
yang mendorong Pamerintah Daerah unfuk lzblh  memberdayakan
masyarakat, menumbuhkan kreativitas serfa meningkatkan peran serla
mesyarakal untuk bt berupaye mewujudkar keleriban umum dan
xelenteraman masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari partisipasi masyarakat
untuk ikut berupaya mewujudkan ketertiban umum dan kelentsraman
masyarakat serta penegakan peraluran daerah sehingga dapal tercipta
suatu kondisi yang tenteram, tortib dan aman.

Beberapa contoh permasalshan di bidang sosial di wilayah
Kabupaten Banyumas yang Implikasinya berpengaruh pada kondisi
kelenteraman dan ketertiban umum, seperti munculnya usana kaki lima
llegal dengan menggunakan [mivar dan badan jalan, timbulnya bangunan
tidak memiliki izin, tempal usaha yarg tidak memiliki lzin Gangguar,
rehlame liar, kebersihan, tawuran pelajar, peredaran obat-obal lerlarang
dan minuman keras, periudian serta masalah orang-orang penyandang
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masalah kesejahteraan scsial [PMKS) seperti pengemis, gelandangan,
anak jalanan dan pekefja seks komersial. Belum lagi masalah unjuk rasa
yang mangarah pada pemaksaan kehendak yang di ar keridor hukum
dan sebegainye. Kesemuanya ini perlu dicar solusi pemecahannya yang
dalam pelaksanaannys harus dilakukan dengan bijaksana serta tetap
mengacu paca ketentuan yang berlaku.

Pemuda dan Olah Raga

Akfivitas pewhinaan olah raga dharapkan dapal meningkatcan
prestasi dan kebanggaan daerah yang selama Ini telah relatif diperhitungkan
dalam kancah olah raga tingkat regional maupun nasional, Fada Pekan Clah
Raga Masional (PON) XV di Sursbaya atet Kabupaten Banyumas yang
targabung dalam Konlingen Jawa Tengah telah berhasil menyumbangkan
medali . Demikian pula pada PORDA ke X/ ¢i Semarang pada tahun 2005,
Kabupaten Banyumas berhasil mencapai juara Il dengan mengumpuikan 72
medali smas, 50 medall perak dan 42 medall perunggu.

Pemberdayaan generasi muda melalsl Karang Tamuna dalam rangka
mewujudkan kualitas dan melembaganya Kararg Taruna yang berperan aktil
dalam membaniu menangani kegiatan Usaha Kesejahleraan Sosial (UKS)
oleh pemuda untuk meningkatkan kesejahleraan scsial masyarakat. Kondis
Karang Taruna sesual dengan krterla Kasifikasi sirate Karang Taruna
adzlah sebagai berikut :

o Karang Taruna dengan klasifikasi Tumbuh sebanyak 316 paguyuban
Karang Taruna

o Karang Taruna dengan kiasifikasi berkembang sebanyak 11 paguyuban
Karang Tanna

o Karang Taruna dengan kasifikasi mau sebanyak 2 paguyuban Karang
Taruna

o Kareng Taruna dengan klesifikesi berprestasi sebanyak 2 paguyuban
Karang Taruna

Kebudayaan

Pembangunan  kebudayaan  merupakan bagian  dan
pembangunan  suprastrukiur  sekaligus  nfrastruktur  yang  meipud
optimalisasi kinerja kognilif, alexlil dan psikomoloik manusia. Sebab,
kebudayaan adaleh jaringan makna yang dirgjul oleh marusia dalam
hidupnya. Segala macam nilai yang dimaknai sabagai hal penting dalam
kehidupan manusia masuk kedalam xoridor kebudayaan sistem ideclogi,
sistem politik, sistem ekonomi, sislem pengetahuan, sislem mals
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pencaharian, sisiem kepemayaan, sistem sosial dan lain-lain. Semua (lu
fumbuh dan berkembang sesuai dengan kepenfingan setap kelompok
masyarakal dalam menyikapi diri dan lingkungan mereke dalam wacana
proses kebudayaan,

Proses kebudayaan ini senantiasa berlangsung tanpa henti seiring
dengan goliat kehidupan masyarakat pendukungnya. Berbagal ragam
kebudayaan yang ada setiap saat berpeluang mengalamal fluktuasi dan
perubahan dalam perkembangannya. Pada suatu saat berkembang peszt
sebagai bagian lerpenting dalam kehidupan masyarakat, sementara pada
saat yang lain memungiinkan tenadi kemunduran dan alau pemudaran
sebagai akbal dad kepenfingan masyarahal yang bersanghutan seria
masuknya arus kebudayaan lain yang menjadikan ksbudayaan tersebut
terpinggircan. Fluktuasi dan perubahan kebudaysan telah menjadi fakia
yang tidek dapat disangkal, mengingat dalam prosesnya, berbagai ragam
kebudayaan berinteraksi dengan kebudayaan lain melalui cultural encounter
{perfemuan budaya) yang memungkinkan lerjadinya asimilas! budaya,
adaptas/ budaya, hingga imposis: budaya.

Pelaksanaan Pembangunan Sektor Kebudayaan Lokal Banyumas
mengacu pada elemen-slemen kebudayaan yang saal mi manedi lugas
pokok dan fungsi Dinas Pariwisala dan Kebudayaan Kabupaten Banyumas,
melipuli aspek-aspek antara lzin: (1) kesejarahan, (2) nilai tradisional, (3J)
kepercayaan terhadap Tuhan YME, (4) kesenian, (5) permusaumen, (6)
kepurbakalaan, (T) kebahasaan, dan (8) kesastraan, Realisasi kegiatan yang
melibalkan aspek-aspek kebudayaan tersebut di atas diisksanakan melalui
empat cara, yailu : (1) penggalian, (2) pelestanan, [3) pengembangan, dan
{4) pemberdayaan.

Pemberdayaan Pemberdayaan Kelembagaan Dan Ekonomi
Masyarakat

Femberdayaan kelembagaan dan ekonomi masyarakat di Kabupaten
Banyumas pada umumnya masih rendah yang ditandai dengan masih
banysknya masyarekat dengan strata scsial kurang mampu yang bertempat
finggal padea rumah tdak layak hunii masih rendahnya partisipasi
masyarakat dalam pembangunan, jumian lembaga kemasyaracatan yang
ada belum berfungs! optimal kelompok-kelompok penggerak =xonomi di
Desa/Kelurshan belum seperuhnya memberikan jaminan meningkatnya
ekonoml masyarakal, polensi sumber daya yang ada belum didukung
dengan peneraparn leknologi yang tepal guna meningkatkan usaha ekonom;
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dan kurang berfungsinya sumber daya manusia yang tersedia memberikan
konstribusi pada lembaga-lembaga yang ada di DesaMelurahan.

Pemberdayaan Perampuan dan Anak

Secard umum kondisi permbangunan pemberdayaan perempuan dan
anak di Kabupaten Banyumas masih membulubkan perhalian dalam rangka
peningkatan kesejahleraan perempuan dan anak. Angka buta huruf
porempuan lebih tinggi daripada laki-laki, APK,APS pd jenjang SLTP,ELTA
dan PT partisipasi perempuan lebih rendah danpada laki-laki, Tingginya
angka kematian ibu dan bayi, Rendahnya pemahaman masyarakat, keluarga
khusunya suami tentang kesehatan dan gizi bagi iby dan bay, rendahnya
kualitas perempuan dibidang ekonoml terutama dalam akses kredt
usaha/modal kerja serta mendahnya ketrampilan perempuan, mendahnya
parlisipasi masyarakal dibidang poliik dan tingginga kasus kekerasan
berbasis gender dan anak adalah gambaran tngkat kemajuan daerah
Kabupaien Banyumas di bdang pemberdayaan perempuan dan anak,

. Kehidupan beragama
Fembangunan idang keagamaan di Kabupaten Banyumas pada sazl
inl tercermin pada terbentuknya rasa toleransi yang tinggi antar pemeluk
agama Kerukunan dan keharmonisan barmasyarakal antar pemeluk agama
diturjukan dengan lersebamya ftempal-tempat ibadah di Kabupaten
Banyumas Tempal-lempat pendidikan agama berkembang dengan balk,
seperti halanya tumbuh dan berkembangnya pondok pesantren,
meningkatnya jumlah jemaah haji yang berasal dari Kabupaten Banyumas.
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BAB N
STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan perhilungan masa baktl Bupat Banyumas Tahun 2003-2008, maka

pada tahun 2008 Bupati Banyumas masih memiliki tugas peencanaan pembangunan
tahun 20CS. Oleh karenz itu dokumen RPJM Diaerah Transisi ini harus memuat pula
kabijakan perencanaan pembangunan tahun 2009

Strategi pembangunan Kabupaten Banyumas Tshun 2008 merupakan stretegi

trensisi yang merupekan amanet Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD] Transisi Kabupalen Banyumas Tahun 2007-2008. Strategi pembangunan
Kabupaten Banyumas pada tahun 2009 diumuskan berdasarkan isudsu sirategis yang
masin perlu penanganan pada tahun 2009

A, ISU STRATEGI

Sebagaimana tertuang dalam perda Nomor € Tahun 2006 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Dgerah (RPJMD) Transisi Kabupaten Banyumas
Tahun 2007-2008, isue strategis yang masih aken dihadepi Kabupaten Sanyumas
pada lahun-tahun mandatang, adalah -

1.

L N T

Masih tinggl angka kemiskinan yang masi peru ditangani pada labun-lahun
maniatang.

Masih tingginya angka pengangguran.

Masih rendahnya kualitas pendidikan.

Masih rendahnya derajat kasehatan masyarakal.

Tingkal pemberdayaan masyarakat delam pembangunan di Kabupaten Banyumas
belum berjalan dengan baik.

Ketersediaan infrastructur di Kabupaten Banyumas pada saat ini belum cukup
mamadali.

Secara umum fingkat penerapan penegakkan hukum di Kabupaten Banyumas
pada saat in: balum optimal.

Masih belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan
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Isu-isu strategis diatas dapat dikelompokikan menjadi 3 (tiga) isu pokok, yetu

isu kesejahleraan masyarasal (lewdin dari kermiskinan, pengangguran, pendidikan. dan
kesehatan), isue kemandirian daersh (terdii dari pemberdayaan masyarmakal, dan
infrastruktur investasi), dan isu pemerintahan demckratis (terdii dar penegakkan
hukum, dan pemenintahan demokrats).

B. KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN LANJUTAN

Kebijakan umum pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2009

sebagaimana diamanatkan dalam RFJMD Transisi Kabupaten Banyumas Tahun

2007-2008 adalsh dalam rangka pemantapan agenda pembangunan tahun 2007-

2008 yaiu agenda peningkatan kesejahieraan masyarakat, egenda pemantapan
kemandirian daersh dan agenda perwujudan pemarintahan demokrats.

1. Pemantapan agenda peningkalan kesejahleraan masyarakat

Melanjutkan upaya penurunan angka kemiskinan yang belum luntas
teriangani pada tahun 2008;

Melanjutkan upaya penurunan angka pengangguran yang belum tertuntaskan
pada tahun 2008

Melanjutkan kembali upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat
sesual dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Nasional,

Melanjutken upaye peningkatan kualites pendidikan yang belum luntas
ieriangani pada tahun 2008 menuju target-larget pendidikan nasional.

2. Pemaniapan agenda pemantapan kemandirian daerah
a Meningkatkan pemberdayaan masyarakal dalam berbagai bidang yang

baium tertangani sepenunnya pada tahun 2008 ;

Membangun nfrastruktur  investasi daerah khususnya penanganan
infrastrubdur jalan sebagal wujud upaya pemerintah dalam memberikan
nsenlif kepada terwujudnya investasi yang memadai;

3. Pemaniapan perwujudan pemerintahan demokratis,
a. Upaya penegakkan hukum khususnya dalem pelsksanaan Perda-perda

Kabupaten Banyumas dan peningkatkan kualitas pembinaan hukum keoada
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masyarakal hingga tercapal angka knminalilas yang semakin menurun
dibandingkan angka kriminalitas pada tahun 2008.

. Fenyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dengan telap menjunjung
tinggl nilainilal budaya Iokal. Membenzhi kinerja penyelenggaraan

pemerintahan yang masih balum optmal pada pelaksanasn pembangunan
tahun 2008.
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BAB IV
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAERAH

A, KERANGHA EKONOMI MAKRO TAHUN 2009

Kondisi makro perekonomian Kabupaten Banyumas cenderung membaix
yang ditunjukan dengan kenaikan pertumbuhan ekcnomi pada tahun 2006 yaitu
sebsar 4,48% dibardingkan dengan periumbuhan ekonomi tahun 2005 sebesar
3 319%. Meskipun masih rerdah dibandingkan dengan pertumbuban ekonomi Provinsi
Jawa Tengah dan pertumbuhan ekonomi nasional, namun kenaikan pertumbunan
ekonom' Kabupatan Banyumas memberikan gambaran prospek ekonomi daerah
Kabupalen Banyumas pada tahun 200¢ yang samakin membaik.

Struktur ekonomi Perekonomian Kabupaten Banyumas masih didukung
oleh sekior pertanian, yang rata-rata menyumbangkar 21,67 persen dari PDRB
Kabupalen Banyumas. Disamping sektor perfanian, sektor industi sexior
perdagangan dan sekior jasa-asa merupakan peryumbang yang cukup besar
terhadap PDRE Kabupaten Banyumas. Perkembangan perskonomian yang lefjadi
menunjukan kecenderungan sdanya pergesaran dari perkonomian AJrans menuju ke
parekonomian perdagangan dan jasa-jasa.

Faktor-faktor yang capat mempengaruhi kondisi perekonomian Kabupatan
Banyumas pada tehun 2009 baik faklor intemal maupun faktor eklernal maeih
menjadi tantangan yang cukup berat dalam rangka meningkatkan pertumbuhan
gkonomi, Target pencapaian perumbuhan ekonomi sebagaimana terfuang dalam
RFJIM Dzerah Transisi Kabupaten Banyuras Tahun 2007-2008 sebesar 4,55% pada
tahun 2008 diyakini akan lercapai dengan asumsl-asumsi faklor-fakior pengaruh
intemal maupun eksternal dapat di hadapi dengan berbagai kebijakan-kebijakan
pambangunan yang mampu menjamin bergeraknya ekonomi sektor fil dan
pengembangan investasi daerah yang semakin baik

Berdasarken kecenderungar pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008,
tahun 2006 dan upaya tercapainya target pertumbuhan ekonomi tahun 2008, maka
diproyeksikan periumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas pada Tahun 2009 akan
barada pada kisaran 4,75%. Angka periumbuhan ini masih auh dibawah target
perturmbuhan skonomi nasional dan provinsi sebesar 6%, namun demkian dengan
target pertumbuhan tersebut akan dapat meningkatkan kesejshieraan masyarakal
apabila  pelaksansan pembangunan  mengedepankan  kebljakan-kebijgkan
pembangunan yang memihak rakyat kecil dan membarikan kemudahan-kemudahan
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usaha bagi kziompok Usaha Kecil dan Menengah berkembang. Perkembangan UKM
dharapkan akan semakin meningkatkan pemerztaan pendapatan,

Kebutunan invesiasi pembentukan modal tetap brulo diperiukan dalam
rangka mencapal pertumbuhan ekonomi sebesar 4,75%. Investasi tersebut terdini dari
invesizsi swasta dan investasi pemerntah. Untuk mendorong  lercapainya
pemenuhan kebutuhan investasi dan berkembangnya sektor rill, dipedukan berbagai
kebijakan pemerintah meliputi :penciptaen iklim xondusi’ bagi dunia usaha, promosi
lerpadu, dorongan program inlermediasi perbankan, kespastian hukum untuk dunia
usaha, peningkatan preduktivitas tenaga kerja, serta penyediaan infrastruktur yang
memadai,

. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2009
Pembangunan daerah memerukan dukungan pembiaysen yang berasal
dari berbagal sumber. Untuk mencapal targel perfumbuhan ekonomi Kabupaten

Banyumas Tahun 2008 sebesar 4,75% membutuhkan dukungan pembiayaan

pembangunan baik pembieyaan swasta maupun pembizyaan pemerintah, Sesual

dengan kemamouan keuangan daerah kabupaten Banyumas maka pembiayaan
pembangunan yang berasal dar sumber pemerinlah dapal digunakan sebagal
pendorong tumbuhnya Investasi swasta. Oleh karena iu kebijakan anggaran
Habupaten Banyumas Tahun 2009 akan dilakukan dengan :
1. Meningkatkan pendapatan daerah baik yang bersumber dar Pendapatan Asi
Dasrah (PAD) melalu intansifikasi sumber pendapatan yeng saat ini telah ada
dengan memperbaiki pelsyanan publik, peningkatan sarana dan prasarena
pelayanan serta transparasi pengelolsan pendaoatan. Melakukan axstensifikasi
terhadap potersi pendapalan daerah dengan tidak membebani masyaizkal secara
berebihan.
2 Kebijakan belania daerah yang diarahkan untuk -
a2 Meningkalkan anggaran pendidkan menuju pada pencapaian target alokasi
20% ssbagaimana diamanatkan dalam korstitusi, Pombiayasn urusan
kewenangan wajb dan pilihan sesual dengan permesalahan yang akan
dipecahkan dengan pengelolaan yang transparan berbasis kinera yang
dikiasifikasican menurut urusen pemerinishan, satuan organisasi (SKPD),
program dan kegiatan, serta berorientasi pada anggaran berbasis kinerja,
efisien, efektf, ransparan dan akuntabe!.

b. Bantuan kevangan kepada Desa diarahkan sebegal perekal, perwujudan
kelerpaduan pembangunan antarz Kabupaten dan desa serta kelerpaduan
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BABY
POKOK POKOK PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarken pokok-pokok kebijakan pembangunan daerah disusuniah

program-program prioritas yang skan meneniukan langksh utama pembangunan
pada tahun 2009, vaitu sabagai berkut :

1). Program prioritas pemantapan agenda peningkatan kesejahteraan
masyarakal adalah :
Dalam rangka pemantapan agenda pembangunan peningkatan kesejahteraan
masyarakal disusun  pokok-pokok program pembangunan indikafif sebagai
benkut :

R = W < L~

h.

Program perlindungan, pembinaan, dan pembardayaan masyarakat miskin;
Program penciptaan dan pengembangan kesempatan kefja;

Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja;

Program penyediaan sarana dan prasarana pendidikan;

Program Wajardikdas 9 tahun;

Program penuntasan buta aksara;

Program pembinaan dan pengembangan nilai kekaysan dan keragaman
budaya Banyumasan;

Program upaya kesehatan masyarakat,

Program kebijakan manajemen pembangunan kesehatan;

. Program prioritas pemantapan agenda pemantapan kemadirian daerah

adalah :

Dalam rangka pemantapan agenda pembangunan pemantapan kemandirian
daerah disusun pokok-pokok program pembangunan indikatif sebagai berikut:

b.

Program peningkatan efekiifitas. efisiensi pelayanan perijinan dan investasi
daerah;
Program promosi penanaman modal;
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3).

-

= = @

Program penyediaan fasilitas umum dan jaringan kerjasama dalam rangka
pengembangan investasi;

Program peningkatan jaian dan penggantian jembatan,

Program pembangunan infrastrukiur,

Program fasililasi pengembangan masyarakat dan desa

Program peningkatan serana dan prasarane perkotaan dan perdesaan;
Program peningkatan penerapan teknalogi pertanian / perkebunan;

Program peningkatan ketahanan pangan;

Program pangembangan pemasaran pariwisata daerah;

Program penguatan, pengembangan, pengawasan koperasi dan usaha kecil
menengah (KUKM),

Program peningkatan peran serta dan kesefaraan gender dalam
pembangunan.

Program prioritas pemantapan agenda perwujudan pemerintahan
demokratis adalah :

Femantapan agenda pembangunan perwujudan pemerintahan demokratis
disusun pokck-pokok program pembangunan indikatif sebagai berikut :

a o oo

Program pengembangan sistem perencanaan pembangunan daerah

Program perencanaan tata ruang

Program peningkatan efsiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan caerah
Program pambinaan dan pengawasan penyeienggaraan pemerintahan
Program pengemoangan sarana dan prasarana informasi pemerintahan (e-
Govemment)

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
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BAB VI
PENUTUP

A. PUSIS| DOKUMEN PROGRAM INDIKATIF

Program indikafif Kabupaten Banyumas tahun 2009 ini merupakan dokumen
perencanaan pembangunan daersh untuk melengkapi  dokumen Rencana
Pambangunan Jangka Menengan Caerah Transisi Kabupaten Banyumas Tahun
2007-2008 dimana dalam dokumen lersebut telsh memberkan aranan pokok
kebijakan pembangunan tshun 2009 namun belum diengkapi dengan indikasi
pragram. Program Indikas! ini menjad| pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Czeran (RKPD) Kabupalen Banyumas Tahun 2009 dan sebagal acuan
bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam  mewujud<an
pembangunan deerah yang berkesinambungan.

Dokumen ini disusun dengan mengakomodasi perubahan-perubahan
pengelolaan keuangan daerah sebagamana diatur dalam permendagri Nomor 58
Tahun 2007 tenlang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negen Nomer 13
Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolzan Keuangan Daerah .

Oisamping menjadi padoman dalam penyusunan RKPD, pmgram indikatif
kabupeten Banyumas Tahun 2009 menjadi padoman dalam penyusunan Rencana
Kefja (Renja) Satuan Kerja Peranckat Daerah (SKPD).

B. KAIDAH PELAKSANAAN

Untuk mewujudkan sinergitas dalam pencapaian sasaran program. maka
dalam pelaksanaan Program Indikalif Kabupaten Banyumas Tahun 2009 perlu
penguatan peran (partisipesi) dan komitmen seluruh stakeholder.

Guna pencapaian wjean yang telah ditetapkan, maka kepada masing-masing
pelaku pembangunan diharapkan mengambil peran sesual dengan kewenzngan,
lugas pokok dan fungsi sera langgungjawab calam rangka mewujudian
kescjahteraan masyarakat,
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BAB VI
PENUTUP

A, POSISI DOKUMEN PROGRAM INDIKATIF

Program indkatif <abupaten Banyumas lahun 2009 ini merupakan dokuman
perencanaan pembengunan deerah untuk melengkepi dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Transisi Kabupaten Banyumas Tahun
2007-2008 dimana dalam dokumen tersebut felah memberikan arshan pokok
«ebijakan pembangunan tahun 2009 namun belum dilengkapi dengan indikasi
program. Program Indikasi inl menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerfa
Pemenntah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2009 dan sebagail acuan
bagi seluruh komponen pelaku pembangunan dserah dalam mewujudkan
pembangunan daerah yang berkesinambungan.

Cokumen ini disusun dengan mengakomodasi perubahan-perubahan
pengelolean keuangan daerah sebegaimana diatur dalam permendagri Nomor 593
Tahun 2007 leniang Perubahan alas Pevaluran Menleri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daeran .

Cisamoing menjad| pedoman dalam penyusunan RKPO, pogram indikatif
kabupaten Banyumas Tahun 2009 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana
Karja (Renja) Saluan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

B, KAIDAH PELAKSANAAN

Untuk mewujudkar sinergitas dalam pencapaian sesaran program, maka
dalam pelaksanaan Program Indikatf Kabupaten Banyumas Tahun 2009 perlu
penguatan peran (partisipasi) dan komitmen seluruh stakeholder.

Guna pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, maka kepada masing-masing
pelaku pembangunan diharapkan mengambil peran sesual dengan kewenangan,
ugas pokok can fungsi serfa langgungjawab dalam rangka mewujudkan
kesejahteraan masysrakal.




LAMPIRAN Il PERATURAN BUPAT BANYUMAS
NOMOR .
TANGGAL 2008

MATRIKS PROGRAM INDIKATIF
KABUPATEN BANYUMAS

TAHUN 2009

1 PROGRAM-PROGRAM YANG DILAKSANAKAN DISELURUH SKPD

NO PROGRAM DEFINIS! OPERASIONAL

1. | Pelayanan Memual kegiatan-kegialan yang berkailan dengan
Administras: paiayanan administrasi perkantoran dalam rangka
Perkantoran. | pe‘ayanan intemal SKPD.

2 | Peningkatan Sarana | Memual kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan
dan Prasarana | penyediaan, pemeliharaan sarana dan prasarena
Aparatur. kanior dalam rangka pelayanan intemal SKPD.

3. | Peningkatan Disiplin | Memual kegiatan-kegiatan vang berkaitan dergan
ADaratur pambinaan dan pengaturan PNS  dalam rangka

meningkatkan disiplin PNS,

4 | Fasilitasi Pindah ! Memual kegiatan-kegialar yang berkailan dengan
Puma Tugas PNS fasilitasi pemindahan dan puma lugas PNS

3. | Peningkatan Memual kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan
Kapasitas peningkatan, pembinaan teknis, pembinaan fungsional
Sumberdaya termasuk penginman diklat, bintex bagi PNS dalam
Aparalur. SKPD bersanghutan.

6. | Paningkatan Memual kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan
Pengembangan penyusunan |aporan pencapaian  kinerja dan
Sistem Pelaporan «euangan, termasuk pengembangan sistem informasi
Pencapalan Kinerja | managemen keuangan SKPD.
dan Keusngan.
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2 URUSAN WAJIB

2.1. PENDIDIKAN

NO FROGRAM DEFINISI OPERASIONAL

1. | Wajib Belajar Memust kegiatan-cegiatan yang berkatan dengan
Pendidikan Dasar | penuntasan  wajb  belgjar  sembilan  tshun,
Sembilan Tahun | meningkalkan dan memperuas janpkauan pelayanan

pendidikan kelompok belajar (Kejar) paket A dan B
serla dan menyediakan pelayanan pendidikan
informal  untuk  masyarakat belum
berkesempaian memperoleh pendidikan formal.

2 | Penyediaan Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan
garanadan pemerataan kualtas dan kuanttas pelayanan
prasaana pendidixan dari sisi sarana dan prasarana pendidikan
pendidikan formal malipun non formal.

3. | Pendidkan Anak | Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengar
Usia Dinl PAUD pada jalur formal dan non formal dalam

rangka mencapai stendar nasional pendidikan.

4. | Pendidikan Dasar | Memual kegiatan-kegiaten yeng berkaitan dengen
pendidikan dasar pada jalur formal dan non formal
dalam rang«a mencapai standar nagional pendidikan,
termasuk fasilitasi sekolah bertaraf internasional.

5, | Pendidikan Memuat kegialankegiaten yeng berkaitan dergan

Menengah pendslikan menengah pada jglor formal dan non
formal dalam rangka mencapai standa nasional
pendidikan, lermasuk faslilasi sekolah berlaral
intarasional,

6. | Peringkatan Memuat kegiatan-kegialan yang berkaitan dengan
Mutu Pandidik peningkatan kapasitas tenaga pendidk pada
Dan Tenaga lembaga pendidkan ‘ormal dan  meningkatkan
Keperdidikan pelayanan pendidkan guu seda meningkatkan

Kualitas dan prcfesionalisme guru

7. | Pengembangan | Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan
Bucaya Baca pangembangan budaya baca dan mengembangkan
Dar Pembinaan | kualitas  perpustakaan siswa  sekolah dan
Ferpustakaan masyarakat

E | Manajemen Memuat kegiatan-kegiatan yang berkailan dengan
Felayanan pemeralgan hualilzs penyeleng-garaan managenial |
Fendidikan pandidikan -

& | Pendidikan Non | Memuat kegilatan-egiatan yang berkaitan dengan
Formal pendidikan luar sekolah pada non formal dalam

rangka mencapal standar nasional pendidikan. |
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Pendidikan Luar
Biasa

Memual kegiatan-kegiatan yang berkailan dengan
pendidikan luar biasa pada jalur formal dalam rangka
mencapal standar nasional pendidikan.

1.

Fasiltasi
Fendidikan Tinggi

Memuat kegiatan-kegiatan yang berkeitan dengan
fasilitasl pendicikan tnggi dalam rangka mencapai
standar nasional pendidikan.

2.2. KESEHATAN

NO
1

PROGRAM

Promosi dan
Pemberdayaan
Masya-akat

DEFINIS|I OPERASIONAL

Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan
pergembangan media promosi kesehatan dan
teknologi, Komunkasl Informasi dan Edukasi
(KIE), pengembangan upays  kesehatan
bersurberdaya masyarakat (UKBM), generasi
muda dan lanjul usia, peningkatan pendidikan
kesehatan kapada masyarakal untuk mewujudian
perlaku hidup bersih dan sshat.

Pengembangan
Lingkungan Sehal

Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan
peryediaan sarana sanilasi dasar dan sarana air
bersh ckala rumah tangga, pemafharaan dan
pergawasar kuzlitas lngkungan, pengendalian
dampak resike pencemaran lingkungan dan

pengembangan wilayah sehat.

Upaya Kesehatan
Masyarahal

Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan
pelayanan  kesehatan penduduk miskin  di
Puskesmas dan jaringannya, peningkatan
pelayanan kesehalan dasar yang mencakup
kesehatan ibu dan anak (KIA)  keluaga
berencana (KB), dan pangobatan dasar,

Upaya Kesehatan
Perorangan (UKP)

Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan
pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin kelas
Il Rumah Sakit (RS), pembanguren dan
perbalken saranalprasarane Rumeh  Sakit,
pengatizan  ohat  dan  peribekalan RS,
pengembangan pelayanan kedokleran keluarga,
dan peningkatan peran serta seklor swasta dalam
UKP.
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i | Pengendalian Memual hegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan
Penyakit pencegahan dan penanggulangan faktor resiko
fermasux  pelayanan  kesehelan hafi  dan
transmigrasi, peningkatan imunisasi, penemuan
dan  pengobatan openderfa, peningkalen
survadens epidemiologi  dan  penanggulangan

[ - wabah/kejadian luar biasa (KLB) serta bencana.

6 | Perbaikan Gizi Memual Kegialan-kegiatan  yang  berkailan

Masyarakat dengan  peningkatan gz, pembardaysan
masyarakat unluk pencapaian Keluarga Sadar
Gzl (Kadarzi), peningkatan survelens g,
penanggulangan Qi penanggulangan
Kekurangan Erergi Prolein (KEP), Kekurangan
Energi Kronis (KEK], anemia giz besi, Gangguan
Akibat Kekurangan Yodium (GAKY), Kekurangan
Vitamin A (KVA) dan kekurangan zat gizi mikm
lainnya serta revilalisasi Posyandu.

7. | Sumberdaya Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan
Kasehatan perencanaan kebutuhan tenage keschatan,

peningkatan  ketrampilan dan profesionalisme
tenaga kesehatan melaui diklat  tenaga
kesehatan, pembinaan kesehatan lemmasuk
pengembangan karier tenans kesehatan.

& | Obat, Makanandan | Memust kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan
Parbekalan peningkatan kelersediaan obal dan perbekalan
Kesshatan kesehatan, paningkatan mutu pelayanan farmasi

komunitas dan rumah sakil, pengawasan dan
pengencalian penyalahgunaan obal, makanan
dan bahan berbahaya bagi kesehatan.

8 | Kebljakan dan Memuat kegiatan-keglatan yang beskaitan dengan
Managemen pengembangan  sistem  perencanaan  dan
Pembangunan penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian,
Kasahatan pengawasan dan evaluasi serla pengembangan

Sistem Informasi Kesehalan (SIK).

10. | Pengadaan, Memuat kegiatan-keglatan yang berkaitan dengan
Penirgkatan Dan | pergadzan, peningkaten  dan  pemeliharaan
Pemeliharaan sarana/prasarana kesehatan
sarana Dan
Prasarana
Kasehalan |

1. | Pengiifian dan Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan

penelitian, pergembangan, panyebaruasan dan
Kesehatan pemanfaatan hasl penelilian.
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2.3 PEKERJAAN UMUM

NO PROGRAM DEFINIS| OPERASIONAL

1. | Pembangunan Memual kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan
Infrastruktur pembangurian  infrastruktur pedesaan meliputi
Padasaan prasarana jalan dan jambatan cesa dan prasarana

air bersih.

Z | Penyediaan Memuatl kegiatan-kegiatan yang berkaltan dengan
Fasililes Umum penyediean fasilitas umum di daerah-daerah

siralegis dalam rangka mendptasan pelayanan
umum kepada masyarakal dan membangun citra
posilif daerah dalam kerangka pengembangan
investasi czerah.

4 | Rehabilitasi Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan
Pameliharaan pemulhan fungsl jalan dan jembatan termasuk
Jalan dan penanganan keadaan darurall khusus dan bencana
Jembatan alam,

4 | Peningkatan Jalan Memuat ksgiatan-kegiatan peningkatan kondisi
dan Fengantian Blrukiur dan kapasitag prasrana jalan dan jembatan
Jembatar agar dapal melayani arus lalu lirtas dengan

maksimal

i | Pembangunan Memuat kegiatan-kegiatan pembanguran jalan dan
Jalandan jembatan termasuk atribul jatan dan jembatan guna
Jembatan menunjang kelancaran arus lalu lintas dan

meningkatkan keselamatan pemakal jalan.

& | Peningkatan Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan
Sarang dan pengadaan pemeliharaan dan peningkatan sarana
Prasarana dan prasarara lermasuk  sislem  informasi
Kebinaargaan manajemen.

7. | Pengembangan  Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan
dan Pengelolaan | pemeliharaan, operasional, rehabililasi,
Jaringan Ingasi, pembangunan, pengelolaan dan pengembangan
dan Jaringan Alr | jarngan  Irigasi  (lermesuk  pemberdayaan
Lainnya. masyarakat dalam pengelalaan janingan ingasi;.

& | Penyediaandan = Memuat kegiatan-kegiatan penyediaan,
Pengelolaan Ar | penaggunaan, pengembangan, pengusahaan sarana
Baku dan prasarana air baku

9 | Pengelolaan dan | Memuat kegialan-kegiatan pengelalaan,
Konservasl Sungai | pemeliharaan dan rehabilitasi cungal  dan
dan Sumberdaya | sumberdaya air lainnya,

AFr Lainnya
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10 | Pengendalian Meamuat kegiatan-kegiatan pencaganan,
Banijir penanggulangan  dan  pemulihan  kerusakan
lingkuungan dan infrastruktur yang disebabkan oieh

deya rusak air.

11. | Peningkatan Memust kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan
Prasarana dan fasiilesi  percepalan  pembangunan  sarana
Sarana Perkotaan | prasarana perkotaan dan perdesaan.
dan Perdesaan

12 | Pengembargan | Memuat kegiatan-kegialan yang berkaitan dengan
Kine fasiitasi peningkatan kinera psngelolaan air

Pengelclaan Air | minum, air imbah, dan drainase.
Minum dan Air
imbah

13 | Pengembangan | Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan
Saluran fasililasi paningkatan kinerja pengelolaan drainase.
Drainase/Gorong-

(3orong

4. | Pembangunan Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan
dan Pengelolaan | peningkatan  kualitas : dan

Bangunan pembangunan gedurg public (dibiayai oleh
Gedung Serta pemerintah) termasuk pengaturan, pambinaan dan
Peagembangan pengawasan jasa konstuksi serta layanan
Jasa Konstruksi | informas: bangunan dan wji.
24, PERUMAHAN

NO | PROGRAM DEFINISI OPERASIONAL

1. | Pembangunan | Memual keglatan-kegiatar yang berkaitan dengan
Perumahan fasifitasi  slimulan  (pengaluran  pembinaan

pembangunan dan pengawasan) dalam
pembangunan  perumahan swadays, perumahan
skala besar, rumah sederhana sshat, dan penyehatan
lingkungan pemuximan dan fasilitasi pambangunan
sarane prasarana perumahan pemmukiman, jalan
lingkungan, drainase dan fasilitas umum lannya.

2 | Lingkungan Memual kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan
Sanat penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar
Perumanan

3 | Pemberdayaan | Memual kegiatan-kegiatzn yang berkaitan dengan
Komuritas fasilitasi dan stimulant dalam peningkatan kualitas
Perumanan lingkungan permukiman d  kawasan  kumuh,

parbatasan, desa Daerah Tujuan Wisala, Kawasan
Tempilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2L) dan
peningkatan  peran  serla  masyarakat/pelaky
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pembangunan perumahan melalyl Badan Koordinas
Penataan  Pengembangan  Perumahan  dan
Permukiman Kabupaten (BHF4K).

2.5. PENATAAN RUANG

NO

PROGRAM

DEFINIS| OPERASIONAL

1.

Perencanaan
Tata Ruang

Memua! kegiatan-<egiatan yang berkaitan cengan
penyusunan/perencaraan tata ruang yang melibatkan
kelersediaanymemperbahani data, sampai dengan
terwujudnya penyusunan dokumen persncanaan tala
ruang__

Pemanfaatan
Tata Ruang

Memuat kegiatan-kegialan yang berkaitan dengan
penyusunan dan penetapan dokumen perundang-
undanjan yang merupakan instrument pengendalian
pembarguran serta memberdayakan masysrakat

(dalam pemahaman lalz ruang, ddam rangka
| berwujudnya struktur ruang yang jetas yang didukung

dengan sistem informasi yang jelas, akural dan cepal.

Pengendalian
Tata Ruang

Memual kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan
implementasi kebijgkan pemerntah dalam rangka
pengeiclaan pembangunan yang diakukan oleh
samug pihak dalam wujud kegistan perizinan,
pemantauan lapangan, penegakan huxum, yang
melibatkan unsur kelembagaan, tokoh masyarakal,
pakar limu dan peranserla masyarakat.

2.6. PERENCANAAN PEMEANGUNAN

NO | PROGRAM DEFINIS| OPERASIONAL
1. | Pengembangan | Memuat kegiatan-kegiatan yang berkzitan dengan
Cistern upeya  membangun  system  pefencanaan
Ferencanaan pembangunan dasrah yang efisien dan e'eklif.
Fembangunan
Caeran
2 | FPerencanaan Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan
Fembangnan perencanaan pembanguren daerah di  berbagal
Deerah bidang meliplui perencansan umum, parencanaan
bidang ekonomi, pemncanaan bidang prasamana
wiayah dan perencanaan bidang pemeriniahan dan
sosial budaya .
3. | Pengendalian Memual kegiatan-kagiatan yang barkaitan dengan
dan Evaluasi pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan
| Perencanaan dan evaluasi termasuk  dalam  pelaksanaan |
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Pembangunan
Daerah

pelaporannya.

Paringkatan
Kapasitas

Persncanaan
Pembangunan
Daerah

Memuat kegiatan-kegistan yang berkailan dengan
peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah yang berkaitan dengan
penyusunan dokumen perencanaan  (termasuk

penganggaran), penetapan rencana, pelaksenaan
rencana dan pengendalian, evaluasi, kajian, studi

sena peneitian dan pengsmbangan.
2.7. PERHUBUNGAN

NO| PROGRAM DEFINIS| OPERASIONAL

1. | Pembangunan | Memuat kegiatan-xegiatan yang bekaitan dengan
Prasarana Dan | penyediaan prasarana dan rehabiitas| fasilitas
Fasilitas perhubungan termasuk fasilitasi panetepan kebijgkan
Perhubungan manageman tresnprofasnya

2 | Peningkatan Memua: kegiatan-<egiatan yang berkaitan cengan
Pelayanan peningkatan pelayanan angkutan bagi masyarakal |
Angkutan agar terfjamin pelayanan mobiisasi masyarakat yang

murah dan nyaman.

3 | Pengendalian | Memuat kegiatan-egialan yang berkaitan dengan
dan pengaturan pemenfaalan prasarana |elan  agar
Pengamanan terwujud keamanan lailitas termasuk  pengaturan
Lalulintag | pengoperasian kandarsan bermolor.

2.8. LINGKUNGAN HIDUP

NO | PROGRAM DEFINISI OPERASIONAL

1 | Perdindungan | Memual kegiatar-kegialan yang berkailan dengan
dan Konservasi | perfndungan sumberdaya alam dalam rangka
Sumberdaya | mempertahankan dan mengembalikan fungsi kawasan
Alam sasual dengan peruniukannya termasuk peningkatan |

kualitas dan akses informasi sumberdaya alam dan
lingkungan hidup.

2 | Rehabilitasidan Memual kegiatan-kegialan yang berkaitan dengan
Pemulihan rehabiitast sumberdaya alam dalam rangka
Cadangan mempercepat pemulihan cadangan sumberdaya alam
Sumberdaya dan reklamasi bhiekas pertamhangan
Alam

4 | Pengembangan  Memual kegiaian-kegialan yang bDerkailan dengan
Kapasitas peningkatan peran serta aperatur dan masyarakat
Pengeiclaan dalam hal pengelolaan sumber daya alam dan
Sumberdaya lingkungan hidup secara berkelanjutan,
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| Alam dan
' Lingkungan
Hidup.

4. Pengendalian Memual «egiatan-kegiatan yang berkailan dengan
Pencemaran dan | peningkatan kuelitas lingkungan hidup, pengendalian
Perusakan pencemaran lingkungan dan pengurangan dampak
Lingkungan pemanasan global, termasuk pengurangan resicko
Hidup tefadinya bencana serta penegakan  hukum

lingkungan, .

8. | Pengelclaan Memua kegiatan-xegialan yang berkaitan cengan |

parsampahan pengeiclaan persampahan baik di wilayah perkotasn

maupun pedesaan, fermasuk pengaluran kebiakan

pengelolaan persampahan milik masyarakat !

€ | Pengeiclaan Memual kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan |

Ruang Tebuka | pengelolaan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau

Hijau kota. =
29. PERTANAHAN _
NO| PROGRAM DEFINISI OPERASIONAL

1. | Penataan, Memuat kegialan-kegialan yang berkaitan dengan
Penguasaan, fesilitasi  penataan, penguassan,  pemiiikan,
Pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah lermasuk
Penggunaan dan | pengembangan sistem irformasi peranahan dan
Pemanfaatan penyelesaian korflik-konflik pertanahan.

Tanah |

2.10. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

NO

PROGRAM

DEFINISI OPERASIONAL

1

Pengembangan
dar: [Keserasian
Kebijakan

Kependudukan

Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan
pengelolzan administras! kependudukan dan sistemn
informasi kependudukan

2.11. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO PROGRAM DEFINISI OPERASIONAL
1. | Peningkatan Memuat kegiatar-«egiatan yang berkattan dengan
Kuglitas Hidup fasilitasi, advokasi dan mediasi peningkatan kualitas
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S0siaL

NO PROGRAM DEFINISI OPERABIONAL
1. | Perindungan dan | Memuat kegiatan-kegiatan yang berkattan dengan
Pembinaan perindungan dan pembinaan masyarakai miskin
Masyarakal Miskin | dalam kehidupan barmasvarakat.
|
Z | Pelayanan dan Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan cengan
Rehabilitasi Sosial | perfindungan sosial bagi warga panti asuhan/panti
jompa, pembinaan dan pelathan ketrampilan para
penyandang cacat dan trauma dalam penghidupan
dan kehidupan bemmasyarakal (akibal korban
bencana).Mengembalikan dan melindungi fungsi
sosial bagl para penyandang cacat dan trauma
(akibat korban bencana) termasuk pemeiiharaan
dan peningkaten sarang dan prasarane pelayanan
sosial dasar yang dilakukan di Panti dan Non Panti |
sarta pambinaan eks penyandang penyakil sosial
3 | Pencembangan Memuat kegiatan-kegiatan vang bercaitan dengan
Kesejahteraan penanganan  pera  penyandang  Masalah
Sosial Kessjahteraan Sosal (PMKS) agar hidup lebih balk
layak dan bermartabat.
4. | Pembingan Anak | Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan
Terlantar penanganan anak-anak terlantar,
£ | Peningkatan Memuat kegiatan-kegiatan yang berkailan dengan
Farfisipasi Sosial | menumbunkembangkan kesadaran dan
Kemasyarakalan | tanggungjawab sccial masyaraka: dalam pelayanan
sosial dan PSKS, meningkatkan partisipasi
masyarakal dan xalangan dunia usana dalam
mengembangkan  dan  melestarikan  skap
kerelananan, nilal-nilai kepahlawanan, keperirtisan
| dan kejuangan dalam kehidupan masyarakat.
|
E | Pemberdayaan Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan
Organisasi Sosial | optimalisasl lembaga-lembaga social (Orsos, Dunia

|am1d.

Usaha di) dalam meningkatkan kesejahteraan
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214. KETENAGAKERJAAN

215, KOPERASI DAN DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO PROGRAM DEFINISI OPERASIONAL

1. | Perluasan Memuat kegialan-kegialan yang berkaitan dengan
Kesempatan fasilitas: penciptaan kesempatan xerja produktf serta
Kera mobilitas tenaga keja dalam rangka memanuhi

pasar kerja lokal, regional, nasional meupun
intemasional ‘srmasik penyenggaraan job market
fair.

2 | Peringkatan | Memua! kegialan-kegialan yang berkailan dengan
Kugiitas dan penngkatan ketrempilan, keahlien, kompetensi dan
Produktifitas produktivitas tenaga kera termasuk peningxalan
Tenaga Kerja sarana dan prasarana ketenagakerjaar.

A | Periindungan dan | Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan
pengembangan | penciptaan hubungan kera yang harmonis dan
kelembagaan perlindungan lenaga kerja termasuk penetapan upah
Tenaga Kerja minimum. .

NO | PROGRAM DEFINIS| OPERASIONAL

1. | Penguatan, ' Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan
Pengembangan, | diversifikasi usaha dan siglem distribusi koperasi,
Pengawasan | pengembangan SDM serta pemanfaatan teknologi
Koperasidan | dan kelembagasn KUKM, struktur managemen,
Usaha Keeil kawirausahaan dan permodalan serta pengembangan
Menengah jaringan  kamiiraan dan usana penciptaan iklim
(KUKM) kondusif,

< | Penciptaan Iklim | Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan
Usana Kecil - mewujudkan ikiim usaha kecil yang kondusif dengan
Menengah Yang | meningkatkan kualtas pengelolaan pelayanan ussha
Kondusif kecd menengah. !

3 | Peningkatan Memual kegiatan-kegiatan yang berkailan dengan |
Kualitas peningkatan  kapasitas koperasi sehingga dapat
Kelembagaan menjalankan dan menerapkan prinsip-prinsip dan nilai
Koperasi dasar koperas yang membedzkan dengan badan

usaha lainnya

2.16. PENANAMAN MODAL

NO PROGRAM DEFINISI OPERASIONAL
1. | Peningkatan Memual kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan
Efekiifitas dan fasilitasi dan koordinasi pelayanan  perijinan,
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Efisiensi penciptaan iklim usahafinvestasi yang kondusif,

Pelayanan pengembangan dan pengendalian penanaman modal

Investasi Daerah | serta pengkajian sumberdaya dan daya tark
investasl.

2 | Promosi Memuat kegiatan-cegiatan yang berkaitan dengan
Penanaman promosi penanaman modal antara fain bussines
Madal maiching, membangun citra Banyumas dan

mengembangkan sistem keriasama antar daerah dan
anlar negara.

3 | Penyiagan Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan
Potensi mendorong berkembangnya kapasitas sumberdaya
Sumberdaya, manusia yang mandukung barkembangnya investasi.
Sarana Dan
Prasarana
Daerzh

217, KEBUDAYAAN
NO |  PROGRAM DEFINIS! OPERASIONAL
Pembinaan dan | Memual kegiatan-kagiatan yang berkaitan dengan
| Pengembangan | pembinaan dan pengembangan nilai, kexayaan dan
Nilal Kekayaan | keragaman budaya termasuk fasilifasi kerjasama
dan Keragaman | pengeloiaan kekayaan budaya Banyumasan.
Budaya
| Banyumasan
2 Pembinaan Memuat xegiatan-kegistan yang berkailan dengan
. Keagaman pembinaan keagamaan agas terwujud kehidupan
beragama yang baik dan berdssarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945

3. | Pembinaan Memuat kegiatan-xkegiatan yang berkailan dengan
Penghayat pembinaan kepada organisasi dan  penghayal
Kepercayaan keparcayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
terhadap Tuhan
Yang Maha Esa

218, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO

PROGRAM

DEFINIS| OPERASIONAL

1

Pembinaan dan
Pangembangan
Kesemudaan

Pembinaan
Lembagal

Memuat kegiatan-kegialan yang Derkailan dengan
partisipasi pemuda dalam pembangunan termasuk
belenegera, kewireusshaan dan pengembangan
ekonomi produktf.

 Memual kegiaian-kegialan yang berkaitan dengan |

|pmgamhmgm kapasitas kelembagzan pemuda
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2.19.

Orgarisasi dalam  rangka perlisipasi  pemuda  dalam

pembangunan,

Pembibitan, Memuat kegiatan-kegiatan yang berxaitan dengan
Pembinzan dan | fasilitasi pembibitan, pembinaan dan pemanduan Atiet

Pemanduan dan Pelath Oghraga tsrmasuk  pengembangan
Olahraga sarana prasarana olan raga

Pengembangan | Memual kegiatankegiatan yang berkailan dengan
Kapasitas pegembangan kapasitas kelembagaan olsh raga

Kelembagaan
Organisasi
Olan

Fembinaan dan | Memuat kagetan-kegietan yang berkaitan dengan
Femasyarakatan | upaya permasyarakatan nlahraga dan

Olah Raga mengolahragakan masyarakat.

Pencegahan Memuat kegliatankegiatan yang berkaitan dengan
Fenyalahgursan | upaya mendorong partispasi pemuda  dalam
Narkoba pencegahan penyalahgunaan narkoba.

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

NO PROGRAM DEFINIS| OPERASIONAL

1. | Pengembangan | Memual kegiatan-kegialan yang berkaitan dengan
Wawasan menumbuhkembangkan wawasan kabangsaan.
Kebangsaan

2 | Peningkatan Memuat keglatan-kegiatan yang berkaitan dengan
Kesadaran dan peningkatan kesadaran seria kepatuhan hukum
Kepatuhan Hukum | bagi aparatur pemenntah dan masyarakat termasuk

tasilitast dan koordinasi pelaksanaan penegskan
hukum dan HAM.

4 | Pemberdayaan Memual kegiatan-kegiatan vang ber<aitan dengan
Masyarakat Untux | upaya mendorong peranserla masyarakal dalam
merjaga menjaga ketertiban dan keamanan
ketertiban dan
keamanan

4. | Peningkatan Memual kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan
Pemberanfasan | upaya menciptakaan kenyamanan dan keamanan
Penyakit sosid  dengan  meningkatkan  upaya-upaya
uhsya{akat pemberantasan penyekit masyarakal.

(Pekat]

8 | Peningkatan Memuat kegiztan-kegiatan yang berkaitan dengan
Keamanan dan perwujudan situasi keamanan dan ketediban
Ketertiban masyarakat, meningkatkan kesadaran bela Negara
Masyarekat serta menirgkathan kemampuan pengamanan dan
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pengembangan kemampuan Ratih dan Sauan
Linmas untuk antisipasi ancaman bahaya bencana.
6 | Peningkatan Memual kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan
Parsatuan dan peningkatan persaiuan dan kesatuan bangsa, dan
desaluar Bangsa | pengembangan kehidupan demckrasi di seluruh
serta Pendidikan | komponen masyarakat
Politik Rakyat

2.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRAS| KEUANGAN

NO PROGRAM DEFINISI OPERASIONAL

1. | Peningkatan Sistam | Memuat  keglatan-kegiatan  yang  berkaitan
Pengawasan dengan pelaksanaan pengawasan intemal dan
intenal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KCH,
Pengendalian
Pelaksanaan
Kabijakan KDH

2 | Peningkatan Memual kegiatan-kegiatan yang  berkailan
Efisiensi dan dengan pelestarian dan peningkatan penerimaan,
Efektfitas penggalian dan penambahan sumber-sumber
Pengeiclaan Pendapatan  Asl Dserah baru  termasuk
Keuangan Daerah | penyediaan sarana dan prasarananya serfa

pengelolaan keuangan daerah.

4 | Penyusunan dan Memual kegiatan-kegiaian yang  Derkaitan |
Pembaharuan dengan penyusunan, eveluasi  peraturan
Peraturan perundangan di daerah lenmasuk pengembangan
Perundangan di sistem jaringan dokumentasi informasi hukum,
Daerah

4, | Pengembengan Memual kegiatan-kegiatan vyang Dbarkaitan
Sarana dan dengan pengemhangan, pemeliharaan, dan |
Prasarana Informasi | pengelolaan sarana dan prasarana Informasi
pemerintahan berbasis texnologl informasi untuk membangun

pemerintahan eektronik,

5 | Peningkatan Memual kegiatan-kegiatan yang berkaitan
Peaksanaan dengan Implementasi proses pergantian antar
Otfonomi Dasrah wakiu anggota DPRD, dan pengembangan

kapasitas  daerah, lermasuk  penalaan
kelembagaan, pemberantasan KKN dalam
rangka mewujudkan good governance.
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6. | Peningkatan Memua! kegiatar-kegiatan yang berkaitan
Kapasitas Lembaga | dengan upaya meningkatkan kemampusn dan
Perwakilan Rakyat | kompetensi lembaga perwekilan rakyat deerah.
Daerah

1. | Peningkatan Memuat kegialan-kegiatan yang berkailan
Pelayanan dengan upaya meningkatkan  pelayanan
Kedinasan Kepala | kedinasan bagi kepala daerah dan waki kapala
Daerah / Waki daeah.

Kepala Daerah

8 | Peningkatan Memual  kegiatan-kegiatan yang  barkaitan
Pe:ayanan dengan upaya meningkatkan pelayanan Badan
Ke'embagaan Perwakilan Desa (BPD).

Badan Perwakilan
|| Desa (BFD)

8 | Penyelenggaraan Memual kegiatan-kegiatan yang  berkgitan
Pemerintahan dengan penyslenggaraan tata pemernntahan,
Umum reformasi  brokrasi, peningkaten  kualilas

pelayanan publik, kerjasama antar daerah, antar

lembaga dan pemerintahan serta pengendalian

dan pengawzsan penyelenggaraan pemerintahan
[ " dan pembangunan.

10. | Peningkatan Dan Memual kegialan-kegialen  yang  berkaitan
Pengembangan dengan meningkatkan kapasitas  keuangan
Pengelolaan daerah dengan melestarkan dan meningkatkan
Keuangan Daerah | penerimaan  sumbersumher  pemblayaan

pembangunan daerah.

11. | Penyelenggarazn Memualt kegiatan-kegiatan yang  berkaitan
kepegawaian dan dengan peningkatan kapasitas aparatur [aparatur
Perangkat Caerah | feknis dan aparalur pengawas) dan perangkal

daerah serta pengembangan s=stem adminisirasi
kepegawaian.

12 | Pembinaan Can Memuat kegiatan-kegiatan yang  berkaitan
Fasiitasi dengan upaya meningkatken partisipasi
Pengelolaan pembangunan masyarakal dengan  sfimulan-
Keuangan stmulan pembangunan dagrah.

13 | Pembinaan Dan Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan
Fasiiitasi dengan upaya mendorong kinerja pemerintahan
Pengelolaan desa dengan meningkatkan fasiitas! keuangan
Keuangan Desa desa.

14, | Peningkatan Memual kegiatan-kegiatan  yang  berkaitan
Profesionalisme dengan upaya meningkatkan profesionalisme
Tenaga Pemerksa | aparatur pengawasan daerah,

Dan Aparatur
Pengawasan
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221.

15 | Optimalisasi Memuai kegiatar-kegiatan  yang  berkailan
Pemanfaatan dengan upaya mendorong berkembangnya
Teknoiogi Informasi | sarana dan prasarana pemerintahan berbasis
_ elektronik.

16 | Pengelolaan Aset Memuat kegialar-kegialan yang berkaiten
Caerah dengan pendataan, pengelolaan, pendayagunaan

dan pengamanan aset termasuk pengembangan
sistem informasi assel daerah.

17, | Sarana dan Memuat kegialar-kegiatan yang berkaitan
Prasarana Aparatur | dengan pemeliharaan dan peningkatan sarana
pamerintah dan prasarana aparatur guna mendukung

p=aksanaan fungsi pembangunan di daerah.

18 | Peningkatan Memuat keqgiatan-kegiatan yang berkaitan
Kualitas dengan peningxatan kualilas, pengetahuan dan
Sumberdaya ketrampilan, serta dedikasi, etka dan moral
Agaratur Femernntah | apparatur pamenntah dassah.

Daerah

19 | Penataan Peraturan | Memuat  keglaian-kegiatan yang  berkaitan
Perundang- dengan upaya mendorong  ferwujudnya
Undangan kelerzediaan peralran  perundangan  yang

menjamin keberhasilan pelaksanaan
pembargunan.

2l | Peningkatan Memuat kegialan-kegiatan yang berkaitan
Kapastas dengan  upaya  meningkatkan  kuslites
Sumberdaya nengatzhuan, profesionalisme dan ketrampilan
Aparatur seta dedkas, elika dan moral aparatur

pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi
penyelenggaraan pemenntahan, pembangunan
dan pelayanan masyarakat secara optimal.

21, | Pembinaan Dan Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan
Pengembangan dengan upaya mendorong dan menciptakan

| Aparatr sumberdaya aparatur yang profesion sl

2 | Pengembangan Memuat kegiaian-kegiatan yang berkailan
Penelilian Daerah | dengan upaya mendorong  pengembangan

penalitan daersh dan fasiitasi integrasi
pengembangan peneliten dengan penelitian
parguruan tinggi

KETAHANAN PANGAN

NO | PROGRAM DEFINIS| OPERASIONAL

1. | Peningkatan Memuat kegiatan-kegiatan yang bekailan dengan
Ketahanar kelersedaan pangan, penganekaragaman pangan,
Pangan distribusi dan korsumsi pangan termasuk penguatan

kelembagaan, peningkatan SDM dan peningkatan
daya bell masyarakat..
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222. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO | PROGRAM DEFINIS| OPERASIONAL |

1. | Fasllitasi Memua! keglatan-cegialan yang berkaitan cengan |
Pengembangan | fasilitass penguatan  pemerintah  desa, tzka|
Masyarakatdar | pemerintahan, tala kemasyarakatan dan lala ang
Desa desa

Z |Peningkatan | Memuat kegiatan-kegialan yang berkaitan dengan
Partisipasi peningkatan peran serla masyarakat desa dalam tata
Masyarakat pemerintanan, tala kemasyarakatan dan tata ruang

desa lermasuk penvelenggaraan bulan bakli golong
royong dan pemanfzatan teknolog tepat guna, dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakal.

3 | Pengembangan  Memual kegiatan-kegiatar yang berkaitan dengan
Lembaga upaya  mengembangkan lembaga  ekonomi
Ekonomi masyarakat desa, lembage ekonomi pendesaan,
Padesaan meningkatkan akses informasi  komunikasi  dan

| eksistensi lembaga.

4. | Peningkatan | Memual kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan
Kapasitas upaya  meningkatkkan  kualites  pengetahuan,
Aparatur pofesionalisme dan ketrampilan seria dedikasi, etika
Pamerintah dan moral aparatur pemenniah desa dalam
Desa melaksanakan furgsi penyslenggaraan pemerintahan

desa, pambangunan dan peizyanan masyarakat desa
sacara oplimal.

& | Peningkatan Memual kegiatan-kegiaian yang berkaitan dengan
Pearan upaya menirgkatker dan memofivasi kelompok
Parempuan Di | parempuan pedesaan agar berperan aktf dalam

| Padesaan membangun desanya.

€ | Penguatan Memual kegialan-kegiatan yang berkaitan dengan
Kelembagaan fasilitasi pembentukan, pengustan, peranseta
Masyaraket kelembagaan di tingkat desa dalam rangka

. peningkatan pamerintahan dan pembangunan desa.

7. | Peningkatan Memual kegialen-kegiatan yang berkaitan dengan
Keberdayaan semberdayaan masyizkal  pedesasan melali
Masyarakat sangembangan kelompok, BBGRM dan F2MD
Pedesaan
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223, STATISTIK

NO | PROGRAM DEFINISI OPERASIONAL
Fenyusunan Memuat keg:atan-kegiatan yang berkaitan dengan
I | Datalinformasi/ pengumpulan  penyusunan, pengelolaan dan
Statistik analisis dan penyajian dala dan informasi.
2.24. KEARSIPAN
NO | PROGRAM DEFINIS| OPERASIONAL

1. | Penyelamatan Memuat kegiatankagatan yang berkaitan dengan
Cen Pelestarian | fasilitasi melakukan langksh-langkah atau mexaniame
DokumeniArsip | penyelamatan dan pelestarian dokumenlarsip daerah
Daerah sesual dengan SOP yang ftelah ditetapkan, dalam

rangka jaminan keamanan dan kerahasigan dokumen-
dckumen yang disimpan serta |jaminan dokumen
tersebut dapat dijaga keutuhannya (tidak rusak) dalam
kurun waktu tertentu.

2. | Penataan Sistem | Memuat keqgiatan-kegiatan yang berkaiten dengan
Admiristrasi pemantauan dan pembinaan keatsipan, penyusunan
Kearsipan pedoman kearspan serla pelayanan informasi

kearsioan.

3 | Pemefiharaan Memual kegiatan-kegiatan yang berkaiten dengen
Rutin/Barkala pemberian jaminan fidak rusak atas dobumen yang
Saranadan disimpan dalam jangka wakiu ltertenty, yatu dengan
Frasarana melakukan pemeliharaan secara witin sesuai dengan
Kearsipan SOP yang telah ditetapkan,

4. | Peningkatan Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan
Kualitas upaya memberkan palayanan kepada pihak-pihak
Felayanan yang membutuhkan kembai dokumen yeng fteleh
Informasi dikeiola secara lepat yailu dengan menngkathan

kemampuan dan kapasitas pengelola arsip daersh
sesua dengan jenjang dan tugasnya masing-masing.
225. KOMUNIKAS| DAN INFORMATIKA
NO | PROGRAM DEFINIS| OPERASIONAL

1. | Pengembangan | Memual kegistan-kegiatan yang berkaitan dengan
Komunikasi pemeliharaan dan penyediaan sarana dan prasana
Kerjasama komunikasi dan informasi, penysbarluasan informas:
Informasi dan pembangunan daerah serla pengembangan akses
Media Masa informasl xomunikasi dan media masa
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Fasilitas
Peningkatan
Sdm Bidang
Komunikasi Dan
Informasi

Memuat kegiatan-kegiatan yang berkattan dengan
upayz  meningkatkan  kualitas  pengetahuan,
profesionalisme dan katrampilan serta dedikasi, atika
dan moral aparatur bidang  komunikasi dan
informatika.

226. PERPUSSTAKAAN

NO| PROGRAM DEFINISI OPERASIONAL

I. | Pembnaandan | Memuat keglatan-kegiatan yang berkailan dengan
Peringkatan pengelolaan perpustakasn, termasuk pengembangan
Kapasites mnet baca masyaraka! ftermasuk sarana dan
Perpustakasn prasarana seria sistem Informasi perpusiakaan.

2 | Penyelamatan Memuat kegiatan-keglatan yang berkaitan dengan
dan Pelestarian | penyelamatan dan pelestarian koleksi perpustakaan.
koleksi
Pemustakaan

3. URUSAN PILIHAN

3.1. FERTANIAN

NO

PROGRAM

DEFINISI OPERASIONAL

1.

Pengembangan
Agribisnis

Memuat kegiatan-kegialan yang berkatan dengan
fasilitasi peningkatan produksi pertanian dalam arti
luas, perlindungan produk, diversifkesi produk
pengolahan  hasil, pemasaran,  kelembagaan,
teknolbgl, penyuluhan pertanian,  penanganen
gagal panen, sarana dan prasarana pendukung

termasuk pangembangan Kawasan Agropolitan dan
Kawasan Senira Produksi.

Peningkatan
Kesejahteraan
Petani

Memual kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan
fasiitasi dalam rangka bimbingan berusaha tani,
penguatan modal. hkelembagaan  keuangan
termasuk peluang kerjasama dangan mitra usaha.

Peningkatan
Pemasaran Hasi
Produksi
Pertanian/
Perxabunan

Memual kegiatan-kegiatan yang berkatan dengan
menfasilitasi pemasaran produks
pertanian/perkebunan  sehingga  dapet  lebih
menjangkau pasar yang lebih luas, meningkatkan
volume distribusi melalul jangkauan pasar yang
lebih luas dan sistsm pemaseran yang lebih
terintegrasi
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4. | Peningkatan Memual kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan
Penerapan upaya meningkatkan produksi dan kualitas hasil
Teknclogi pertanian/perkebunan,  meningkatkan il jual
Pertanian / produk pasca panen dan mengurangi dampak
Perkebunan serangan oPT terhadap tanaman

pertanian/perkebunan sehingga meningkatkan nilai

, tambah bagi petani

5 | Pemberdayaan Memual kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan
Penyuluh upaya meningkatkan kemampuan penyuluh
Pertanian/ pertanian agar dapat semakin meningkatkan
Perksbunan keberhasilan pembinaan kepada masyarakat.
Lapangan

fi | Pencegahan Dan | Memuat kegiatan-kegiatan yang bercaitan cengan
Peranggulangan | upaya menekan angka kesakitan dan kematian
Peryakit Temak temak, mela'ui pengamatan, pencagahan dan

pemberantasan penyakit strategis antara lain
surveylance, vaksinasi cen pengobatan,

7. | Peringkatan Memuat kegiatan-kegiatan vang berkaitan dengan |
Pemasaran Hasl  upaya meningkalkan produksi dan produkiivilas
Produksi temak melalui upaya kemitraan usaha perternakan
Petenakan dan perikanan.

3.2. KEHUTANAN

NO | PROGRAM DEFINIS| OPERASIONAL

1. | Pengelclaan dan | Memuat kegiatan-kegialan yang berkaitan dengan
Pemanfaatan fasilitasi pemarfaalan dan penyiapan prakondisi
Hutan pengeiclaan sumbardaya kehutanan, panertiban

industn yanc memanfeatkan hesil hutan, serta
pengambangan  aneka  usaha  hasi hutan,
| pengandaiian penatausshaan hasil hutan dan indusin
kehutanan.

2. | Rehabilitasi Memual kegiatan-kegiatan vang berkaitn dengan
Hutan dan fasiitasl perindungan dan koservasi sumberdaya
Lahan hutan dan hasi hulan, penanganan daerah

penyangga kawasan konservasi, seda penguatan
kawasan konservasi.

4 | Perfndungan Memual kegiaian-kegiatan yang berkaitan dengan |
Dan Konservasi  upaya mencegah, membatasi dan  mengurangi
Sumber Daya karusakan fisk hutan, termasuk kawasan dan hasi-
Hutan hasiinyga  yang  disababkan  cleh  perubahan,
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penebangan liar, penjarahan, kebakaran, bencana
alam, hama penyakit, menjaga hak-hak percrangan,
keiompok masyarakat, pemerintah dalam pengelolaan
hutan.

4 | Pembinaan Dan | Memua! kegialan-<egiatan yang barksitan dengan
Penertihan upaya mengembangkan  sarana  dan  prasaEna
Indugtn Hasil penduxung sera peranserta masyarakal dalam
Hutan membna dan meningkatkan ketertiban industri hutan,

3.3. ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

NO | FROGRAM DEFINIS| OPERASIONAL

1. | Pengembargan | Memuat kegiatan-«egialan vang berkeitan cengan
Pertambangan | fasilitas  penngkatan,  pengembangan  dan
dan Air Tanah | pengawasan usaha pertambangan dan konservasi air

tanah.

Z | Pengembangan | Memuat kegiatan-cegiatan yang berkaitan cengan |
«elenegalisirikan | fasilitas: urtuk meningkatken rasio elektrifikasi,

pengembangzan enargl terbarukan, dan pengendalian
dan pengawasan jasa usaha kelitrikan. |

3 | Pengembargan | Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan [ﬁengan|
Miligasi Bencana | fasilitas daiam rangka peningkatan kewaspadaan dan
Alam dan kesiapan masyarakat terhadap bencana, peningkatan
Geclogi kapasitas masyarakal, serta pengelolaan geologl tata

lingkungan.

4. | Pengembangan | Memual kegiatan-kegiatan yang berkailan cdengan |
Energi Alematlif | upaya pengembangan can pemanfaatan energl

atemat! guna mendukung sumberdaya energi yang
dapat dperbaharui.

5. | Pengelolaan Memuat kegiatar-<egialan yang berkaitan dengan
Migas Hilir pemantauan, penetapan quota volume migas dan

pengembangen konversi migas.
3.4. PARIWISATA

NO | PROGRAM DEFINISI OPERABIONAL

1. | Pengembarga | Memua: kegiatan-<egiatan yang barkaitan dengan
Pemasaran periuasan [aringan (pelaku dan wilayah pariwisata),
Pariwisata produk termasuk pengadaan bahan-bahan dan

promosi panwisala.

2 | Pengembargan | Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan
Destinasi Wisata | pengembargan obyek wsata dan fasiitas oh‘;rak|

wisala
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3 | Pengembangan | Memuatl kegiatan-kegialan yang berkailan dengan
Produk fasilitasl pengembangan produk wisala lermasuk
Pariwisala pengambargan SDM, kelembegaan dan kerasama

antar lembaga dan antar daeran,
3.5. PERIKANAN

NO | PROGRAM DEFINISI OPERASIONAL

1. | Pengembangan | Memuat kegiaiar-kegialan yang bDerkaitan dengan
Sudidaya fasilitasi pengelolaan sumbardaya perikanan lermasuk

peningkatan  produksi,  diversifikasi  produk,

pemasaran, kelembagaan, teknolog, penguatan

modal, saranafprasarana pendukung  termesuk
_pengembangan Kawasan Perikanan Terpadu

3.6. PERDAGANGAN

NO | PROGRAM DEFINISI OPERASIONAL

1. | Pengembengan Memuat kegiaian-kegialan yang berkaitan dengan

Perdagangan llasiiiasi peningkatan jumiah, variasi dan distribusi

Dglamdan Luar | produk  perdagargsn,  kelembagaan,  SDM,

Negeri | permodalan, jejaring dan kerjasama perlindungan dan
' pelayanan konsumen, serts Saranalprasarand pasar
guna terwujudnya perdagangan yang baik.

2 | Perindungan Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan
Konsumen Dan | upaya mewujudkan fingkat parindungan konsumen
Pengamanan | dari produk-produk tidax sesuai standarl
Perdagangan |

Pembinaan Memual kegiatan-kegialan yang berkaitan dengan |
Pedagang Kaki  upaya mewuljuckan pengelolaan pasar dan pedagang

£3

Lima Dan kaxi lima guna menaga kualites lingkungan pasar
Asorngan | serla mengembangkan pemberdayaan pedagang kaki
lima.
3.7. INDUSTRI
NO PROGRAM DEFINISI OPERASIOMNAL

1. | Pengembangan |Mernuat kegiatar-kegiatan vang berkaitan dengan
Indutri Kecll, fasiitasi daiam penguatan dan pengambangan Indutri
Menengah (IKM) | Kecil Menengah (IKV) melalui penyediaan kebuluhan
bahan baku, peningkatan kualiias dan kuaniilas

produk, pemasaran, permodalan, kelembagaan,

. Sumberdaya Manusiz (SDM), standarisai kerjasama
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serta pengembangan (KM berbasls teknologi tepat
guna yang ramah  lngkungan  termasuk
an klaster.

| 2 | Penataan Memuat kegiatan-kegiatan yeng berkaitan dengan
Struktur Industri | fesllitasi dalam rangka peningkatan penggunaan
bahan baku Iokal dan produk dalam rnegen,
optimalisasi keterkaiten indutss hulu dan  hiiir,
penyediaan dan optimalisasi sarana dan prasarana
penunjang indusin, pengembangan kawasan indusin,
perdindungan  dan  pengawasan  industi  dan
pemanfaatan  industi  berbasis  Information

Comunication Teknilogy (ICT).

3 | Peningiatan Memuat kegiatan-kegiatan yang bercaitan dengan
Kemampuan upaye meningkatkan penguasaan teknologi produksi
Tekrologi agro industri dan stimulasi pengembangan peralatan
Indusir indusin non agro.

4. | Pengembangan | Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan
Senfra-Sentra upaya menumbuh kembangkan polensi sentra-sentra
Indusiri Polensial | indusiri  dengan penyedizen date dan informasi

potznsi dan membangun situs dibidang Industri dan
perdagangan,

KETRANSMIGRASIAN B

NO | PROGRAM DEFINISI OPERASIONAL

1. | Pengembangan | Memuat kegiatan-kegiatan yang berkailan dengan
Wilayah penylapan pemindahan calon ransmigrasi dan lokasi
Transmigrasi seria masyarakal daecah penenma lermasuk

melakukan fasiitasi karjasama antara daerah pengirim
. dan peneima, .
2 | Transmigras: Memual kegatankegiatan yang berkaitan dengan
Regional upaya penyiapan peningkstkan aktvilas ‘ranmigrasi
antar daerah kal ' Wlﬂﬂ? provinsi.
i ‘5[ s *
o = #“.
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